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ABSTRAK

Nama : Nur Adlina Utami
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja

dengan Sistem Alih Daya
(Studi Kasus PT.X, PT.Penyedia Jasa Y, Pekerja Z)

Persaingan ketat di era globalisasi menuntut pengusaha untuk fokus langsung
pada bisnis intinya. Penyerahaan pelaksanaan kegiatan yang bukan bisnis inti
kepada pihak lain disebut dengan alih daya. Praktek alih daya seringkali
menimbulkan masalah seperti pada kasus pada PT. X dengan PT. Y dan pekerja
Z. Pada kasus ini, PT. Penyedia Jasa Y tidak memberikan tunjangan seperti apa
yang telah disanggupinya dalam perjanjian kerjasama dengan PT. X kepada
tenaga kerja. Berdasarkan kasus tersebut maka akan diuraikan mengenai pola
perjanjian alih daya antara PT. X, dengan PT. Penyedia Jasa Tenaga Kerja Y
ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan hukum perburuhan serta perlindungan
terhadap tenaga kerja. Pada dasarnya pola alih daya berdsasarkan hukum
perjanjian adalah pemborongan pekerjaan, sedangkan dalam hukum perburuhan
terdapat syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan. Perlindungan tenaga kerja
dalam sudut hukum perjanjian dapat menggugat dengan PMH, sedangkan hukum
perburuhan perlindungan dengan Penyelesaian Hubungan Industrial.

Kata Kunci:
Perjanjian, Alih Daya, Perlindungan tenaga kerja
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ABSTRACT

Name : Nur Adlina Utami
Study Programme : Legal Studies
Title : Legal Review of Employment Agreement

With Outsourcing System
(Study Case PT.X, PT.Service Provider Y, Workers Z)

Tight competition in globalization era requires entrepreneur to focus directly on
its core business. Implementation of non-core business activities transfer to the
other party is called outsourcing. The practice of outsourcing is often problematic
as in the case of PT.X with PT.Service Provider Y and Z workers. In this case,
PT. Y does not pay allowance such as what has been promised in agreement with
PT. X to the workers. Based on these cases, will be discussed about the pattern
of outsourcing agreement between PT. X, with PT. Service provider Y based on
contract law and labor law, and labor protection. Basically the pattern
of outsourcing in contract law is chartering a job; while in labor laws there are
requirements of work that can be delivered. Labor protections in contract law can
be sued by PMH, while labor law protections to the Settlement of Industrial
Relations.

Key words:
Contract, Outsourcing, Labor protections
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaingan ketat di era globalisasi menuntut pengusaha untuk semakin

meningkatkan kualitas produknya agar dapat memenuhi tuntutan pasar. Hal ini

membuat pengusaha berusaha untuk lebih efektif, efisien, dan produktif sehingga

mereka fokus langsung pada kegiatan yang berhubungan dengan core business

atau bisnis intinya. Agar mereka dapat fokus dalam mengelola bisnis intinya maka

kegiatan yang tidak berhubungan dengan bisnis inti pelaksanaannya dapat

diserahkan kepada pihak lain yang memiliki spesialisasi di bidang tersebut.

Penyerahan pelaksanaan kegiatan yang tidak berhubungan dengan bisnis inti

disebut dengan outsourcing atau alih daya.

Alih daya diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa

proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa

tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta

kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.1 Alih daya juga dapat dikatakan

sebagai usaha untuk mendapatkan tenaga ahli serta mengurangi beban dan biaya

perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat terus kompetitif

dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi global dengan

menyerahkan kegiatan perusahaan pada pihak lain yang tertuang dalam kontrak.2

Alih daya berkembang sangat pesat di negara-negara yang sudah maju.

Penggunaan jasa alih daya bahkan telah dilakukan secara lintas negara. Hal ini

seperti yang terjadi di India yang menerima limpahan alih daya dari perusahan –

1 Iman Sjahputra Tunggal (a), Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta:
Harvarindo, 2009), hal.308.

2 Iman Sjahputra Tunggal (b), Teori dan Kasus hukum Ketenagakerjaan Indonesia,
(Jakarta: Harvarindo, 2009), hal.307.
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perusahaan Amerika Serikat dan Inggris sehingga menghasilkan devisa USD 57

miliar, menyerap 4 juta tenaga kerja, dan berkontribusi 7% dari GDP.3

Di Indonesia sendiri tren alih daya membuat perusahaan alih daya atau

penyedia jasa tenaga kerja berkembang. Dewasa ini penggunaan alih daya sudah

diterapkan di berbagai sektor. Contohnya pada sektor perbankan yang umumnya

menggunakan jasa alih daya untuk tenaga keamanan. Merupakan keuntungan bagi

pihak bank bahwa masalah kepegawaian untuk tenaga pengamanan menjadi hal

yang berada di bawah tanggung jawab pihak lain. Pada sektor industri garmen

misalnya dalam pembuatan kacing diserahkan pelaksanaannya kepada pihak lain.

Pada sektor industri otomotif misalnya pembuatan ban dilakukan oleh pihak lain.

Dengan demikian, sumber daya perusahaan yang ada bisa dimanfaatkan untuk

kebutuhan yang lainnya, selain itu pelaksanaan pekerjaan penunjang tersebut

dikerjakan oleh pihak yang mempunyai spesialisasi pada bidang tersebut.

Dalam Undang – Undang (UU) Tenaga Kerja, UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, istilah alih daya tidak disebutkan secara eksplisit,

melainkan digunakan istilah pemborongan pekerjaan.4 Pada Pasal 64 UU No.13

Tahun 2003 dinyatakan bahwa

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan
jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.5

Adapun pemborongan pekerjaan menurut Pasal 1601 huruf b KUH Perdata

adalah

Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si
pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi

3 Ibid., hal. 297.

4 Ibid., hal.334

5 Indonesia (a), Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No.13 Tahun 2003, LN No. 39
Tahun 2003, TLN No. 4279, Ps.64.
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pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang
ditentukan.6

Berdasarkan Pasal 64 UU No.13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa

perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahan

lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa

pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.7 Dapat dilihat bahwa bahwa terdapat

dua tipe alih daya yakni pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa

pekerja/buruh. Tipe alih daya pertama yakni pemborongan pekerjaan, dimana

perusahaan pemberi kerja menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada

perusahaan alih daya. Perusahan alih daya bertanggung jawab untuk

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya/keahliannya.

Pelaksanaan alih daya tipe pertama ini dapat dilihat misalnya pada proses

pembuatan kancing baju pada perusahaan garmen. Tipe alih daya kedua yakni

penyediaan jasa tenaga kerja/buruh dimana perusahaan pemberi kerja dapat

meminta perusahaan alih daya, yakni perusahaan yang bergerak di bidang

penyediaan tenaga kerja untuk menyediakan tenaga kerja ke perusahaan-

perusahaan pemberi kerja.8 Pelaksanaan tipe alih daya yang kedua ini terdapat

pada bank menggunakan perusahaan alih daya untuk menyediakan tenaga

keamanan.

Pada alih daya untuk tipe penyediaan tenaga kerja, terdapat tiga pihak

yakni user atau perusahaan pemberi pekerjaan, supplier atau perusahaan penyedia

jasa tenaga kerja, dan pekerja. Ketiga pihak tersebut terhubung dalam suatu skema

yang terdiri dari beberapa perjanjian. Perjanjian pertama antara perusahaan

pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Perjanjian antar

keduanya adalah perjanjian pemborongan pekerjaan. Sedangkan perjanjian kedua

antara perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja terhubung dengan

6 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 38, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps.1601 huruf b

7 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ps.64.

8Gunarto Suhardi, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing, cet.1,
(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006) hal. 5.
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suatu perjanjian kerja. Perjanjian menimbulkan perikatan atau hubungan hukum.9

Begitu pula perjanjian yang terdapat antar ketiganya menimbulkan adanya

hubungan hukum diantara mereka.

Hubungan hukum antara ketiga pihak tersebut menimbulkan hak dan

kewajiban. Pada perjanjian pertama antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan

perusahaan penyedia tenaga kerja menimbulkan hak dan kewajiban mereka antara

lain perusahaan penyedia jasa tenaga kerja mempunyai kewajiban untuk

menyediakan pekerja sesuai kualifikasi dari perusahaan pemberi pekerjaan.

Perusahaan pemberi pekerjaan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya dan

upah pekerja dari perusahaan penyedia jasa.

Pada perjanjian kedua yakni perjanjian kerja antara perusahaan penyedia

jasa tenaga kerja dan tenaga kerja melahirkan hubungan kerja. Hubungan kerja

adalah hubungan pekerja/buruh dengan majikan, terjadi setelah diadakan

perjanjian oleh pekerja/buruh dengan majikan di mana pekerja/buruh menyatakan

kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan di mana

majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan tenaga kerja/buruh

dengan membayar upah.10

Dalam praktek alih daya, hubungan antara ketiga pihak yakni perusahaan

pemberi pekerjaan, perusahaan penyedia tenaga kerja dan pekerja sering terjadi

permasalahan. Permasalahan ini seperti yang terjadi dalam pelaksanaan alih daya

pada PT. X dengan PT. Penyedia Jasa Y dan pekerja Z. Pada kasus ini, PT. Y

tidak memberikan tunjangan seperti apa yang telah disanggupinya dalam

perjanjian kerjasama dengan PT. X kepada tenaga kerja. Dalam kasus alih daya

tersebut juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Dengan demikian alih daya merupakan hal yang spesifik, kajian atas alih

daya dapat ditinjau dari segi hukum perjanjian dan hukum perburuhan. Oleh

karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam skripsi

penulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja dengan Sistem Alih

Daya (Studi Kasus PT.X, PT. Penyedia Jasa Y, Pekerja Z)”.

9 Subekti (a), Hukum Perjanjian, cet.20, (Jakarta: PT. Intermasa, 2004) hal.1.

10 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, cet.13, (Jakarta: Djambatan, 2003)
hal.70.
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1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola perjanjian alih daya antara PT. X, dengan PT. Penyedia

Jasa Tenaga Kerja Y ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan hukum

perburuhan?

2. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja pada pola alih daya terkait

pemenuhan hak-haknya dalam perjanjian alih daya dari sisi hukum

perjanjian dan hukum perburuhan?

1.3. Tujuan

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum

perjanjian kerja dengan sistem alih daya antara PT.X, PT. Penyedia Jasa Tenaga

Kerja Y dan tenaga kerja Z.

Ada pun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan dari perjanjian alih daya antara PT.

X, dengan PT. Penyedia Jasa Tenaga Kerja Y ditinjau dari sudut

hukum perjanjian dan perburuhan.

2. Untuk mendapatkan pengetahuan dari perlindungan bagi pekerja alih

daya terhadap pemenuhan hak-haknya dalam perjanjian alih daya dari

sisi hukum perjanjian dan hukum perburuhan.

1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-

konsep khusus yang akan diteliti.11 Dalam skripsi ini penulis mempergunakan

istilah – istilah dengan pembatasan sebagai berikut:

1. Alih daya adalah usaha untuk mendapatkan tenaga ahli serta mengurangi

beban dan biaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar

11 Sri Mamudji et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.
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dapat terus kompetitif dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan

teknologi global dengan menyerahkan kegiatan perusahaan pada pihak lain

yang tertuang dalam kontrak.12

2. Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si

pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi

pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga

yang ditentukan.13

3. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.14

4. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha

atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para

pihak.15

5. Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa

empat macam:

a. tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan;

c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.16

6. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

maupun untuk masyarakat.17

7. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan bentuk lain.18

12 Tunggal, Teori dan Kasus hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hal.307
.
13 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1610b.

14Ibid., Ps. 1313

15 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan,Ps.1 ayat 14

16 Subekti, Hukum Perjanjian, hal 45

17 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ps.1 ayat 2

18 Ibid., Ps.1 ayat 3
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8. Pengusaha adalah:

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan

suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.19

9. Perusahan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik

swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. Usaha-usaha sosial dan usaha – usaha lain yang mempunyai pengurus

dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan

dalam bentuk lain.20

10. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan

perintah.21

11. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

uang sebahai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah

atau akan dilakukan.22

12. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha

19 Ibid., Ps.1 ayat 5

20 Ibid., Ps.1 ayat 6

21 Ibid., Ps.1 ayat 15

22 Ibid., Ps.1 ayat 30
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dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan

hubungan kerja dan perselisihan antar pekerja/serikat buruh dalam suatu

perusahaan.23

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.24

Berdasarkan bentuk penelitian, penelitian ini adalah penelitian yang

berbentuk yuridis-normatif, di mana penelitian ini mengacu pada norma hukum

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang –

undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan peraturan lainnya yang terkait dengan

alih daya.

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian

deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah

terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi

informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian

untuk memperinci informasi yang tersedia. Tujuan dari metode deskriptif adalah

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dengan menggunakan metode deskriptif, maka Penulis dapat menggambarkan

dan menganalisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,

yaitu mengenai tinjauan hukum mengenai perjanjian kerja dengan sistem alih

daya antara PT. X, PT. Penyedia Jasa Tenaga Kerja Y, dan Pekerja Z.

Penelitian ini dari sudut bentuknya merupakan penelitian preskriptif.

Penelitian preskriptif25 karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan saran-

23 Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
UU No.2 Tahun 2004, LN No.6 Tahun 2004, TLN No. 4356,Ps.1 angka 1.

24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Universitas
Indonesia, 2007), hal. 43

Tinjauan hukum ..., Nur Adlina Utami, FHUI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



9

Universitas Indonesia

saran dalam mengatasi permasalahan alih daya terutama dalam segi perlindungan

tenaga kerja.

Dikaitkan dengan sudut penerapan, maka penelitian ini merupakan

problem focused research atau penelitian berfokus masalah dimana permasalahan

yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dengan

praktek.

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan

data adalah library research atau studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang

dilakukan melalui data tertulis dan ditambah studi lapangan berupa wawancara

dengan responden. Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan

memperoleh data sekunder 26 yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer27 yang digunakan dalam

penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi mengenai alih daya. Bahan hukum sekunder28 yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai hukum perburuhan,

perkembangan hukum perburuhan, ketenaga kerjaan, buku mengenai alih daya

serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier29yang digunakan adalah kamus.

Di samping pengumpulan data bentuk studi dokumen, Peneliti juga

melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi

25 Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-
saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Lihat
Soejono Soekanto, ibid, hal. 10.

26 Data sekunder adalah data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah
disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. Lihat Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT.
RajaGrafindo, 1994), hal 37.

27 Bahan hukum primer adalah adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri
dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait

28 Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer.

29Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan serta mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
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verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang

menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan

dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

wawancara dengan responden yakni orang yang mengetahui atau menjadi subyek

penelitian dalam hal ini adalah pekerja alih daya.

1.6. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan alur pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan

skripsi dibagi ke dalam lima bab meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, pokok

permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian

yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

BAB 2 TINJAUAN UMUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian perikatan,

unsur-unsur perikatan, macam-macam perikatan, pengertian perjanjian,

unsur-unsur perjanjian, macam-macam perjanjian, subyek dan obyek

perjanjian, pengertian wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi.

BAB 3 TINJAUAN UMUM ALIH DAYA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum alih

daya, pengertian alih daya, alasan –alasan dilakukan alih daya, manfaat

dilakukan alih daya, pengaturan hukum mengenai alih daya.

BAB 4 ANALISA KASUS PERJANJIAN ALIH DAYA PADA PT.X, PT.

PENYEDIA JASA Y DAN TENAGA KERJA Z.

Pada bab ini akan dianalisa mengenai perjanjian alih daya antara PT. X,

PT. Penyedia Jasa Y dan tenaga kerja Z. Adapun hal-hal yang dianalisa

dari segi hukum perikatan yakni perjanjiannya, maupun dari segi hukum

perburuhan dalam hal perlindungan tenaga kerja.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan membahas kesimpulan-kesimpulan berdasarkan

pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat

diberikan oleh penulis.
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BAB 2

TINJAUAN UMUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN

2.1 Perikatan Pada Umumnya

2.1.1 Pengertian

Perikatan merupakan terjemahan dari verbintenis, yang diserap dari istilah

obligation dalam Code Civil Prancis.30 Pengertian perikatan adalah suatu

hubungan hukum antara dua pihak dimana, pihak yang satu berhak menuntut

sesuatu dari pihak yang lain sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk

memenuhi tuntutan tersebut.31 Di dalam KUH Perdata tidak terdapat perumusan

tegas mengenai pengertian perikatan.32 Namun dijelaskan dalam Pasal 1233 KUH

Perdata dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena

persetujuan, baik karena undang-undang.”33 Dengan demikian, dapat diketahui

bahwa perikatan dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak terkait melalui

persetujuan, maupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku.34

2.1.2 Subyek dan Obyek Perikatan

Subyek perikatan terdiri dari dua pihak. Pertama adalah pihak yang berhak

atas pemenuhan prestasi (kreditur) dan pihak kedua yaitu pihak yang

30 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, cet.1, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 16

31 Subekti,Hukum Perjanjian, hal.1

32 Much Nurachmad, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian, cet.1,
(Jakarta: Visimedia,2010), hal.1

33 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1233

34 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, hal.17
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berkewajibann untuk memenuhinya (debitur).35 Adapun obyek perikatan disebut

dengan prestasi.36

2.1.3 Unsur-unsur Perikatan

Suatu perikatan memiliki empat unsur, yaitu:37

1. Hubungan hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang didalamnya melekat hak

pada salah satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya.

2. Pihak-pihak.

Pihak-pihak dalam perikatan sekurang-kurangnya terdiri dari dua

pihak yaitu pihak yang berkewajiban, dan pihak yang berhak atas

pemenuhan kewajiban tersebut pada sisi lainnya.38 Dengan demikian,

terdapat hubungan hukum yang mengikat dua pihak atau lebih tersebut

yang menjadi pihak dalam perikatan.

3. Kekayaan

Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh

sebab itu, awalnya segala perikatan harus dapat dinilai dengan uang.

Namun demikian, kriteria dapat dinilai dengan uang, tidak lagi

dipergunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan ada atau

tidaknya suatu perikatan. Hal ini terjadi karena ternyata dalam

masyarakat terdapat hubungan hukum yang tidak dapat atau

setidaknya sulit dinilai dengan uang saja. Contohnya di bidang

hubungan industrial, perjanjian kerja tidak semuanya mengatur hal-hal

yang dapat diukur dengan uang saja, melainkan juga pengaturan tata

35 Tim Pengajar, Pengantar Hukum Indonesia, (Depok: Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2007), hal.153.

36 Pengertian prestasi terdapat dalam Pasal 1234 KUH Perdata yakni tiap-tiap perikatan
adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Lihat
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1234

37 Samuel M.P.Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian,
(Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 24, mengutip dari Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum
Perikatan, cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal.1-6.

38 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, hal.18
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tertib, prosedur kerja, dan waktu kerja. Hal tersebut dilakukan guna

mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan eksploitasi dari

pengusaha atau majikan.39 Oleh karena itu, pada masa sekarang

walaupun suatu hubungan hukum tidak dapat dinilai dengan uang

tetapi jika masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu

hubungan hukum diberi akibat hukum,, maka hukum akan melekatkan

akibat hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan.

4. Prestasi.

Prestasi adalah obyek perikatan, dapat berupa kewajiban untuk

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

2.1.4 Macam-macam Perikatan

Perikatan berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

perikatan yang timbul dari perjanjian dan perikatan yang timbul dari undang-

undang. Perikatan jenis kedua dapat terjadi akibat suatu peristiwa hukum,40 atau

dari suatu keadaan hukum41.42

Contoh perikatan yang timbul dari perjanjian adalah seseorang melakukan

perjanjian sewa menyewa mobil. Perikatan tersebut terjadi karena dikehendaki

39 Syafi Syamsuddin, Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial, (Jakarta:Sarana
Bakti Persada,2005), hal.2

40 Peristiwa hukum pada hakekatnya adalah kejadian, keadaan atau perbuatan orang yang
oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua
yaitu:
a. Peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum, yaitu peristiwa hukum yang terjadi akibat

perbuatan hukum, contohnya pembuatan wasiat, hibah.
b. Peristiwa hukum bukan perbuatan subyek hukum atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa

hukum yang terjadi dalam masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subyek
hukum misalnya, kelahiran, kematian.

Lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, cet.1 (Yogyakarta: Liberty,
2003), hal. 50. Peristiwa hukum yang menimbulkan perikatan misalnya kematian pewaris yang
mewariskan harta kekayaannya kepada ahli warisnya, lihat Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,
Perikatan Pada Umumnya, hal.18.

41 Keadaan hukum adalah bagian dari peristiwa hukum yang termasuk dalam keadaan
hukum misalnya adalah umur. Umur 21 tahun menimbulkan keadaan hukum baru dari tidak cakap
bertindak menjadi cakap bertindak. Lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu
Pengantar, hal.50.

42 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, hal.17
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oleh kedua belah pihak. Dengan adanya perikatan maka muncul hak dan

kewajiban yaitu pihak yang menyewakan berkewajiban melakukan penyerahan

mobil dan mempunyai hak menerima pembayaran harga sewa sedangkan penyewa

berkewajiban membayar harga sewa dan berhak untuk menerima penyerahan dan

menikmati mobil tersebut dalam jangka waktu sewa.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang dapat dibedakan menjadi

dua, yakni perikatan timbul karena undang-undang saja dan perikatan yang timbul

karena undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Contoh

perikatan jenis pertama adalah kewajiban kepada orang tua untuk memberikan

nafkah pada anaknya43. Adapun contoh jenis kedua misalnya dapat dibedakan

lagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang halal, contohnya mengurus kepentingan

orang lain secara sukarela, sebagai akibatnya undang-undnag menetapkan

beberapa hak dan kewajiban yang harus diperhatikan seperti hak dan kewajiban

yang tmbul dalam perrjanjian44, serta perbuatan manusia yang melanggar hukum,

contohnya tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang

lain sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu

mengganti kerugian tersebut.45

Selain berdasarkan sumbernya, perikatan dapat juga dibagi berdasarkan

macamnya yaitu:46

1. Perikatan bersyarat (voorwaardelijk)47

43 Pasal 298 KUH Perdata “… Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan
mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa …” Lihat Kitab Undang – Undang Hukum
Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.298.

44 Pasal 1354 KUH Perdata “Jika seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapat
perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia
secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga
orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.” Lihat Kitab Undang –
Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1354

45 Subekti, Hukum Perjanjian, hal.2

46 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 32, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal.128-
131.

47 Perikatan bersyarat diatur dalam Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUH
Perdata.Pengertian perikatan bersyarat adalah “Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia
digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan
terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadiny peristiwa semacam itu maupun
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Perikatan bersyarat merupakan suatu perikatan yang digantungkan pada suatu

kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu terjadi. Perikatan bersyarat

dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a) Perikatan dengan syarat tangguh (opshortende voorwarde) 48

Perikatan yang akan ada atau berlaku, apabila kejadian yang belum tentu

tersebut terjadi.49 Contohnya seseorang berjanji untuk menyewakan

rumahnya apabila yang bersangkutan dipindahkan keluar negeri. Melalui

contoh tersebut dapat dipahami bahwa perikatan akan berlaku hanya

apabila yang bersangkutan dipindahkan keluar negeri sehingga apabila

yang bersangkutan tidak atau belum dipindahkan keluar negeri maka

perikatan (sewa-menyewa) tersebut tidak akan terjadi.

b) Perikatan dengan syarat batal (ontbindende voorwarde)50

Perikatan yang berlaku akan berakhir atau dibatalkan apabila kejadian

yang dipersyaratkan terjadi.51 Contohnya seseorang menyewakan

rumahnya kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa sewa-menyewa

akan berakhir jika anak pihak yang menyewakan yang sedang berada di

luar negeri kembali ke tanah air. Melalui contoh tersebut dapat dipahami

bahwa perikatan yang sudah berlaku (sewa menyewa) akan berakhir

apabila anak pihak yang menyewakan kembali ke tanah air.

secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.” Lihat
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1253.

48 Perikatan dengan syarat tangguh diatur dalam Pasal 1263 sampai dengan Pasal 1264
KUH Perdata. Pengertian perikatan dengan syarat tangguh adalah “Suatu perikatan dengan suatu
syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan
datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah
terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama perikatan tidak dapat
dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi; dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak
hari ia dilahirkan.” Lihat Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1263.

49 Subekti, Hukum Perjanjian, hal.4

50 Perikatan dengan syarat batal diatur dalam Pasal 1265 sampai dengan Pasal 1267 KUH
Perdata. Pengertian perikatan dengan syarat batal adalah “Suatu syarat batal adalah syarat yang
apabila dipenuhi menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan
semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan
perikatan;hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya,
apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.” Lihat Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
[Burgerlijk Wetboek], Ps.1265

51 Subekti, Hukum Perjanjian, hal.5
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2. Perikatan dengan ketetapan waktu (tijdsbepaling)52

Pada perikatan macam ini, perikatan tersebut sudah ada namun

pelaksanaannnya masih ditangguhkan. Ketetapan waktu pada perikatan ini

dapat bersifat menangguhkan, mengakhiri perikatan tersebut. Contoh

perikatan dengan ketetapan waktu yang bersifat mengakhiri yakni perikatan

dengan syarat pembayaran harga suatu barang dilakukan dalam waktu tiga

bulan kedepan, maka perikatan tersebut putus atau berakhir bila dalam jangka

waktu tiga bulan kedepan pembayaran tidak dilakukan. Contoh perikatan

dengan ketetapan waktu bersifat menangguhkan adalah apabila pada

perikatan dengan syarat pembayaran harga suatu barang dilakukan dalam

waktu tiga bulan kedepan, pembayaran benar-benar dilakukan dalam tempo

tiga bulan oleh pihak yang membayar. Perbedaan antara perikatan bersyarat

dengan perikatan dengan suatu ketetapan waktu adalah pada perikatan

bersyarat, perikatan digantungkan pada suatu kejadian atau peristiwa yang

belum tentu terjadinya, sedangkan pada perikatan dengan ketetapan waktu,

perikatannya digantungkan pada suatu hal yang pasti akan terjadi.53

3. Perikatan yang membolehkan memilih54

Perikatan yang membolehkan memilih dikenal juga sebagai perikatan mana

suka (alternatif) dimana terdapat dua atau lebih prestasi dan kepada pihak

berhutang diserahkan pilihan yang mana akan ia ambil.55 Contoh dari

perikatan membolehkan memilih atau perikatan mana suka adalah A

mempunyai hutang kepada B sebesar Rp.1.000.000,-. Namun tidak dapat

membayar hutangnya tersebut. Oleh karenanya, A & B kemudian membuat

52 Perikatan dengan ketetapan waktu diatur dalam Pasal 1268 sampai dengan Pasal 1271
KUH Perdata. Pengertian perikatan dengan ketetapan waktu adalah “Suatu ketetapan waktu tidak
menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya.” Lihat Kitab Undang
– Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1268.

53 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hal. 129

54 Perikatan yang membolehkan memilih diatur dalam Pasal 1272 sampai dengan Pasal
1277 KUH Perdata. Pengertian perikatan yang membolehkan memilih adalah “Dalam perikatan-
perikatan mana suka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang
disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian
dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya.” Lihat Kitab Undang – Undang
Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps. 1272.

55 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hal.130
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perjanjian bahwa untuk pelunasan hutangnya, A dapat membayar dengan

sebuah televisi dan radio. Hak memilih prestasi yang ada pada A sebagai

debitur, A diberikan kebebasan untuk memilih, apakah ia akan membayarkan

hutangnya atau memberikan televisi dan radio kepada B sebagai bentuk lain

dari pelunasan hutangnya.

4. Perikatan tanggung-menanggung (hoofdelijk atau solidair)56

Perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai debitur berhadapan

dengan kreditur atau sebaliknya.57 Contohnya A, B, dan C bersama-sama

meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- kepada D dan diperjanjikan bahwa

D dapat menagih kepada A, B, maupun C untuk keseluruhan piutangnya yaitu

Ro.10.000.000,-. Dalam perikatan tanggung-menanggung, kreditur

mempunyai suatu jaminan yang kuat bahwa piutangnya akan dibayar lunas.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi58

Dalam perikatan jenis ini, dapat atau tidak dapat dibagi adalah mengenai

masalah prestasinya yang tergantung juga dari sifat barangnya. Pembagian

tidak boleh mengurangi hakikat prestasi tersebut.59 Sifat barang yang dapat

dibagi contohnya adalah hasil bumi dalam perikatan untuk menyerahkan hasil

bumi. Hasil bumi walaupun dibagi-bagi tidak menghilangkan hakekatnya

sebagai hasil bumi. Sedangkan sifat barang yang tidak dapat dibagi contohnya

adalah seekor kuda dalam perikatan untuk menyerahkan seekor kuda. Apabila

dalam penyerahannya kuda tersebut dibagi-bagi, hakekat sebagai seekor

56 Perikatan tanggung renteng diatur dalam Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1296 KUH
Perdata. Pengertian perikatan tanggung renteng adalah “Suatu perikatan tanggung-menanggung
atau tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara
tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang sedang
pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun
perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.”
Lihat Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1278.

57 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hal.130

58 Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi diatur dalam Pasal 1296 sampai
dengan Pasal 1303 KUH Perdata. Pengertian perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi adalah
“Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekadar perikatan tersebut
mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat
dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata-nyata, maupun secara perhitungan.”
Lihat Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1296.

59 Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 9
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kuda akan hilang. Dapat atau tidak dapatnya suatu perikatan dibagi hanya

berlaku apabila dalam perikatan tersebut terdapat lebih dari satu orang debitur

atau lebih dari satu orang kreditur.60 Jika dalam perikatan hanya terdapat satu

orang kreditur dan debitur, maka perikatan tersebut dianggap tidak dapat

dibagi walaupun prestasi dalam perikatan tersebut dapat dibagi.

Terdapat perbedaan akibat hukum dari perikatan yang prestasinya dapat

dibagi dengan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi, tiap-tiap

kreditur hanyalah berhak menuntut suatu bagian menurut imbangan dari

prestasi tersebut, masing-masing debitur hanya diwajibkan memenuhi

bagiannya. Untuk perikatan yang tidak dapat dibagi, maka tiap-tiap kreditur

berhak menuntut seluruh prestasi pada tiap-tiap debitur. Masing-masing

debitur diwajibkan memenuhi prestasi tersebut seluruhnya.

Terdapat kemiripan antara perikatan tanggung-menanggung dengan

perikatan yang tidak dapat dibagi. Pada perikatan tanggung-menanggung,

dalam hal prestasinya dapat dibagi, kreditur dapat menuntut pemenuhan

seluruh prestasi dari masing-masing debitur. Pada perikatan tidak dapat

dibagi tiap-tiap kreditur berhak menuntut seluruh prestasi pada tiap-tiap

debitur. Dengan demikian kemiripan dari perikatan tanggung menanggung

dengan perikatan tidak dapat dibagi adalah kreditur dapat menuntut

pemenuhan seluruh prestasi dari masing-masing debitur. Sedangkan

perbedaan antara dua perikatan tersebut adalah pada perikatan yang tidak

dapat dibagi titik beratnya adalah prestasinya, apakah prestasi tersebut dapat

dibagi atau tidak. Sedangkan pada perikatan tanggung menanggung, titik

beratnya adalah mengenai orang-orang yang berutang atau yang berpiutang.61

Pada perikatan tanggung menanggung dapat dibedakan lagi menjadi tanggung

menanggung aktif bila pihaknya terdiri dari beberapa orang kreditur sehingga

hak pilih ada pada debitur sedangkan tanggung menanggung pasif bila

pihaknya terdiri dari beberapa debitur sehingga hak pilih ada pada kreditur.

60 Ibid., hal 10

61 Ibid.
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6. Perikatan dengan penetapan hukuman (stafbeding)62

Perikatan macam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa debitur

diwajibkan melakukan sesuatu sebagai jaminan pelaksanaan perikatan apabila

perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman berguna untuk mencegah

debitur dengan mudah melalaikan kewajibannya serta untuk membebaskan

kreditur dari pembuktian tentang jumlah atau besarnya kerugian yang diderita

apabila perikatan tidak dapat terpenuhi. Dalam perikatan dengan ancaman

hukuman, hanya terdapat satu prestasi yang harus dilakukan oleh debitur .

Apabila debitur lalai dalam memenuhi prestasi tersebut, ia harus memenuhi

apa yang telah ditetapkan sebagai hukuman. 63

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian

Menurut J Satrio, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain

undang-undang. Perjanjian menimbulkan perikatan.64 Sedangkan menurut Yahya

Harahap, perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan kekayaan atau harta

benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan pada suatu pihak untuk

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk

menunaikan prestasi.65 Di dalam KUH Perdata terdapat pengertian lain dari

perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.66

62 Perikatan dengan penetapan hukuman diatur dalam Pasal 1304 sampai dengan Pasal
1312 KUH Perdata. Pengertian perikatan dengan penetapan hukuman adalah “Ancaman hukuman
adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu
perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi.” Lihat Kitab
Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1304.

63 Subekti, Hukum Perjanjian, hal.11.

64 J.Satrio, Hukum Perikatan Pada Umumnya,(Bandung:Alumni,1999),hal.13

65 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal.6.

66 Pengertian perjanjian dalam KUH Perdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Lihat
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps. 1313
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2.2.2 Subyek dan Obyek Perjanjian

Subyek dari perjanjian adalah orang perorangan (natural person) atau

badan hukum (legal person, recht person). Manusia memiliki status sebagai

subyek hukum sejak ia dilahirkan dengan pengecualian sebagaimana terdapat

dalam Pasal 2 KUH Perdata

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai
telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati
sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah ada.67

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang masih dalam kandungan

dapat menjadi subyek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan

dilahirkan dalam keadaan hidup. Badan hukum juga memiliki status sebagai

subyek hukum sehubungan dengan kegiatan badan hukum tersebut dalam bidang

ekonomi maupun ideal. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat menuntut dan

dituntut di muka hukum secara mandiri melalui perantaraan pengurusnya.68

Adapun obyek dari perjanjian adalah prestasi. Hal tersebut diatur dalam

Pasal 1234 KUH Perdata “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,

untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”69 Perjanjian untuk

memberikan sesuatu misalnya jual beli, tukar menukar, hibah dan sewa menyewa.

Perjanjian untuk berbuat sesuatu misalnya perjanjian perburuhan, perjanjian untuk

membuat suatu lukisan, perjanjian untuk membuat sebuah garasi, dan lain-lain.

Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan

tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan

milik orang lain, dan sebagainya70

67 Ibid., Ps.2

68 Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata
(Suatu Pengantar), cet.1 (Jakarta: CV.Gitama Jaya, 2005), hal.22.

69 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1234

70 Subekti, Hukum Perjanjian, hal.36
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2.2.3 Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian terdiri atas:71

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian meliputi ketentuan-ketentuan yang

mengatur mengenai prestasi-prestasi yang wajib dilakukan, dan

ketentuan-ketentuan lain yang membedakan suatu perjanjian dengan

perjanjian lainnya atau hal-hal khusus yang menjadi karakteristik dari

suatu perjanjian. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan

dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu

perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli, maka unsur essensialianya

adalah adanya perikatan yang mewajibkan seorang untuk

menyerahkan suatu kebendaan, dan orang lainnya untuk membayar

harga yang telah diperjanjikan seperti tercantum dalam Pasal 1457

KUH Perdata.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian

tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya

dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti

terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk

menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

3. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian,

yang merupakan ketentuan-ketentuan menyimpang yang dibuat oleh

para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak berupa persyaratan

khusus yang mereka tentukan secara bersama-sama. Dengan

demikian, pada hakekatnya unsur ini bukan merupakan prestasi yang

harus dilaksanakan atau dipenuhi para pihak. Unsur aksidentalia

adalah aturan-aturan yang menyimpang dari KUH Perdata ataupun

apabila dalam dalam KUH Perdata belum mengatur tentang hal

71 Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, (Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal.84-90.
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tersebut para pihak dapat membuatnya. Hal ini karena sistem terbuka

pada buku III KUH Perdata dan asas kebebasan berkontrak.

2.2.4 Macam-macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi:72

1. Perjanjian sepihak dan timbal balik

Perjanjian merupakan perbuatan hukum73 yang dapat bersegi satu atau

sepihak dan bersegi dua atau ganda. Perjanjian sepihak adalah persetujuan,

dimana kewajiban hanya terdapat pada salah satu pihak. Perjanjian sepihak

termasuk perbuatan hukum bersegi satu74. Contoh perikatan sepihak adalah

perjanjian hibah. Pada perjanjian hibah, pemberi hibah berkewajiban

memberikan barang hibahnya kepada penerima hibah, sedangkan penerima

hibah tidak mempunyai kewajiban apa pun. Sedangkan untuk perjanjian

timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban kepada kedua

belah pihak. Perjanjian timbal balik termasuk dalam perbuatan hukum bersegi

dua atau ganda75. Contoh dari perjanjian timbal balik adalah perjanjian sewa

menyewa dimana pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan

barang untuk disewa oleh penyewa, dan penyewa berkewajiban membayar

harga sewa atas barang tersebut.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Persetujuan cuma-cuma dan perjanjian atas beban diatur dalam Pasal 1314

KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

72 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, cet.1, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2001), hal.66-69.

73 Perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan
akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum. Unsur perbuatan hukum adalah
kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.
Lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, hal. 51.

74 Perbuatan hukum bersegi satu atau sepihak adalah perbuatan hukum yang hanya
memerlukan kehendak dan pernyataan kehendak oleh satu subyek hukum untuk menimbulkan
akibat hukum. Lihat sudikno Mertokusumo, Ibid.

75 Perbuatan hukum bersegi dua atau ganda adalah perbuatan hukum yang memerlukan
kehendak dan pernyataan kehendak dari sekurang-kurangnya dua subyek hukum yang ditujukan
untuk akibat hukum yang sama. Lihat Sudikno Mertokusumo, Ibid, hal.52.

Tinjauan hukum ..., Nur Adlina Utami, FHUI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



23

Universitas Indonesia

Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban.
Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak
yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa memberi
suatu manfaaat bagi dirinya sendiri.
Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-
masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.76

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dipahami bahwa perjanjian cuma-

cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak.

Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi

yang dilakukan oleh salah satu pihak terdapat kontra prestasi dari pihak lain,

antara kedua prestasi tersebut terdapat hubungan hukum. Contoh dari

perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian hibah. Adapun contoh dari perjanjian

atas beban adalah jual beli.

3. Perjanjian konsensuil, riil dan formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang telah mengikat para pihak yang

membuatnya sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang

diperjanjikan. Contoh dari perjanjian konsensuil adalah perjanjian jual beli.

Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian dimana selain kata sepakat

diperlukan juga perbuatan tertentu. Contoh dari perjanjian riil adalah

perjanjian penitipan barang, selain kata sepakat diperlukan juga penyerahan

atas barang yang akan dititipkan tersebut. Adapun perjanjian formil adalah

perjanjian yang selain memerlukan kata sepakat juga harus memenuhi

formalitas tertentu seperti perjanjian perdamaian yang harus dibuat secara

tertulis.

4. Persetujuan bernama, dan perjanjian tidak bernama dan perjanjian campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah diatur dan diberi nama oleh

undang-dengan misalnya perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata

Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian

selain dari perjanjian bernama, perjanjian mana tidak diatur di dalam KUH

Perdata tetapi terdapat dalam kehidupan masyarakat misalnya perjanjian

franchise. Sedangkan perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung

berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar

76 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1314
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dan juga menyajikan makanan. Melalui contoh tersebut dapat dipahami

bahwa terdapat unsur perjanjian sewa menyewa dalam menyewakan makanan

dan juga unsur jual beli dalam menyajikan makanan.

5. Perjanjian liberatoire

Perjanjian liberatoire adalah perbuatan hukum yang atas dasar kesepakatan

para pihak menghapuskan perikatan yang telah ada misalnya pembebasan

hutang. Perjanjian liberatoire diatur dalam Pasal 1440 dan Pasal 1442 KUH

Perdata.

6. Perjanjian obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat

mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak

lain. Contoh dari perjanjian obligatoir adalah perjanjian jual beli karena

membebankan pihak untuk melakukan penyerahan obyek jual beli agar hak

milik atasnya dapat beralih juga.

7. Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian sebagaimana seorang menyerahkan

haknya atas suatu benda kepada orang lain. Penyerahan benda tersebut

merupakan perjanjian kebendaan. Contoh dari perjanjian kebendaan adalah

pada perjanjian jual beli benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan

perjanjian kebendaan berlangsung bersamaan.

8. Perjanjian pembuktian

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak mempunyai

kebebasan untuk mengadakan persetujuan mengenai alat-alat pembuktian

atau pembuktian apa yang berlaku bagi mereka.

2.2.5 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian atau persetujuan telah ditentukan di dalam Pasal

1320 KUH Perdata, yaitu:

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
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4. Suatu sebab yang halal.77

Syarat sahnya perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian harus

bersepakat, setuju atas hal-hal yang diperjanjikan. Dalam Pasal 1321KUH

Perdata disebutkan “Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan

karena khilafan atau yang diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” 78

Melalui rumusan pasal diatas dapat dipahami kesepakatan harus terjadi tanpa

ada kekeliruan atau dwaling79, paksaan atau dwang80 dan penipuan atau

bedrog81.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Tujuan dibuatnya suatu perjanjian adalah untuk melakukan suatu hubungan

hukum. Pihak yang dapat melakukan suatu hubungan hukum sehingga

77 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps. 1320

78 Ibid., Ps. 1321

79 Kekeliruan atau kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak keliru tentang hal-hal pokok
dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari barang yang menjadi obyek
perjanjian atau tentangi orang dengan siapa perjanjian tersebut diadakan. Kekeliruan tersebut harus
sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak keliru mengenai hal-hak tersebut, yang
bersangkutan tidak akan memberikan persetujuannya. Kekeliruan dapat dibagi dua menjadi:
1) Error in Substantia adalah kekeliruan mengenai barang. Contohnya seorang membeli lukisan

yang dikiranya adalah lukisan Basuki Abdullah, tetapi ternyata lukisan tersebut hanya
tiruannya saja.

2) Error in Persona adalah kekeliruan mengenai orang dengan siapa ia mengadakan perjanjian.
Contohnya seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya
penyanyi yang terkenal, padahal yang bersangkutan bukan orang yang dimaksud, karena
namanya yang sama.

Kekeliruan harus diketahui oleh pihak lawan, atau pihak lawan mengetahui bahwa ia berhadapan
dengan orang yang berada dalam kekeliruan. Kekeliruan diatur dalam Pasal 1322 KUH
Perdata.Lihat Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 23-24.

80 Paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psychis), bukan paksaan badan
(fisik). Paksaan dapat dilakukan bukan hanya oleh pihak lawannya tetapi juga oleh pihak ketiga.
Paksaan diatur dalam Pasal 1323 sampai dengan 1327 KUH Perdata. Lihat Subekti,ibid, hal. 23.

81 Penipuan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1328 ayat1 KUH Perdata. Penipuan
terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan – keterangan palsu atau
tidak benar disertai tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinan. Pihak
yang menipu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya, contohnya mobil yang
ditawarkaan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya atau lain sebagainya. Lihat
Subekti, ibid, hal.24.
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mampu melaksanakan hak dan kewajiban adalah subyek hukum yaitu orang

maupun badan hukum.82 Apabila yang membuat perjanjian adalah orang,

maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan cakap untuk

melakukan hubungan hukum seperti diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata

yang menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat

perikatan-perikatan jika ia oleh undang – undang tidak dinyatakan tak

cakap.”83 Di lain pihak, seseorang dinyatakan tak cakap oleh undang-undang

terdapat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata, yang menentukan bahwa:

Tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:
1) Orang-orang yang belum dewasa
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua

orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu perjanjian-
perjanjian tertentu.84

Khusus syarat ketiga, yaitu orang perempuan, dengan telah berlakunya

undang-undang yang mengatur mengenai Perkawinan yaitu Undang-Undang

No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka pengaturan yang terdapat dalam

Pasal 1330 KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan

tersebut sesuai dengan isi yang disebutkan pada Pasal 31 ayat 1 dan 2

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan

bahwa:

Pasal 31

1) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.85

82 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, cet.3, (Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada,2006), hal.18

83 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1329

84 Ibid., Ps.1330

85 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 197, LN NO. 1 Tahun 1974,
TLN No. 3019, Ps.31.
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Ketentuan ini diperkuat lagi dengan adaya Surat Edaran Mahkamah Agung

RI No. 3 Tahun 1963, yang mengatur bahwa istri bisa melakukan perbuatan

hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan

dari suaminya. Karena itu ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata angka ketiga

yang menyatakan perempuan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan

hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Memiliki harta kekayaan yang terpisah

b) Memiliki tujuan tertentu

c) Memiliki kepentingan sendiri

d) Terdapat organisasi

Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, badan hukum dapat disebut

sebagai pendukung hak dan kewajiban.86

Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif. Hal

tersebut disebabkan karena kesepakatan dan kecakapan menyangkut subyek yang

membuat perjanjian. Akibat hukum yang terjadi apabila syarat tersebut dilanggar

mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (voidable). Sehingga jika para pihak

tidak keberatan terhadap pelanggaran kedua syarat tersebut dan tidak melakukan

upaya pembatalan perjanjian melalui Pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap

sah.87

3. Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah sesuatu yang dalam perjanjian

ditentukan dan disepakati.88 Ketentuan tersebut sesuai dengan pengaturan

dalam Pasal 1333 KUH Perdata bahwa:

86 Ibid., hal.19

87 Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata
(Suatu Pengantar), hal.143

88 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, hal.20
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Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling
sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu
terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.89

4. Sebab yang halal

Menurut undang-undang, suatu sebab yang halal adalah apabila tidak

dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan

ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.90

Bertentangan dengan undang-undang misalnya suatu perjanjian dimana satu

pihak menyanggupi untuk melakukan suatu kejahatan.91 Bertentangan

dengan kesusilaan misalnya suatu perjanjian dimana satu pihak harus

meninggalkan agamanya untuk memeluk agama lain.92 Bertentangan dengan

ketertiban umum misalnya sekelompok orang berjanji untuk melakukan

kerusuhan.

Syarat hal tertentu dan sebab yang halal disebut dengan syarat obyektif

karena menyangkut obyek yang diperjanjikan. Akibat hukum apabila syarat

obyektif tersebut dilanggar adalah bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak

memiliki kekuatan hukum sejak semula dan tidak mengikat para pihak yang

membuat perjanjian atau biasa disebut dengan batal demi hukum (null and void).

Dengan batal demi hukumnya suatu perjanjian maka para pihak tidak dapat

mengajukan tuntutan melalui pengadilan untuk melaksanakan perjanjian atau

meminta ganti rugi, karena perjanjian tersebut tidak menimbulkan hak dan

kewajiban yang mempunyai akibat hukum.93

89 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1333

90 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, hal.21

91 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, hal.137

92 Ibid.

93 Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata
(Suatu Pengantar), hal.144
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2.2.6 Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas atau prinsip yang harus

diperhatikan bagi para pihak yang membuat perjanjian. Hal tersebut penting

sebagai pedoman dalam proses dan pelaksanaan perjanjian agar tidak terdapat

permasalahan hukum berkaitan dengan proses dan pelaksanaan perjanjian

tersebut.94

1. Asas sistem terbuka

Hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada

masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak

melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.95

2. Asas Konsensualisme

Hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata menganut asas

konsensualisme, artinya perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya,

sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Dengan

demikian, perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak tanpa perlu suatu

formalitas tertentu atau perbuatan tertentu. Asas konsesualisme ini tercermin

dalam Pasal 1458 KUH Perdata tentang perjanjian jual-beli. Terhadap asas

konsensualisme tersebut terdapat pengecualian yaitu dalam hal perjanjian formil

dan perjanjian riil. Perjanjian formil ialah perjanjian yang disamping memenuhi

syarat kata sepakat juga harus memenuhi formalitas tertentu seperti perjanjian

perdamaian yang harus dibuat secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal

1851 ayat 2 KUH Perdata. Adapun perjanjian riil ialah perjanjian yang harus

memenuhi kata sepakat dan perbuatan tertentu untuk menimbulkan perjanjian,

contohnya seperti perjanjian penitipan yang diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata

yang mensyaratkan adanya penyerahan dari pihak yang menitipkan dan

penerimaan dari pihak yang dititipi.96

94 Ibid. hal. 145

95 Subekti (a), Hukum Perjanjian, hal.13

96 Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata
(Suatu Pengantar), hal.144
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3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH

Perdata yang menyatakan “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat

sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”97 Ketentuan tersebut

memberi kebebasan bagi para pihak untuk dengan bebas membuat perjanjian

apapun.98 Walaupun demikian, kebebasan berkontrak tersebut ada batasnya yaitu

tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan

tidak bertentangan dengan ketertiban umum.99 Asas itikad baik memberikan

kesempatan bagi para pihak untuk membuat klausula-klausula yang menyimpang

dari ketentuan dalam buku III KUH Perdata atau bahkan membuat aturan baru

yang belum diatur dalam KUH Perdata.

4. Asas Itikad Baik

Hukum perjanjian menganut asas itikad baik sebagaimana diatur dalam

Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan “Perjanjian harus dilaksanakan

sesuai Undang-undang.”100 Ketentuan tersebut memberi wewenang kepada hakim

untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian supaya tidak bertentangan dengan rasa

keadilan. Itikad baik dalam perjanjian mengacu pada kepatutan dan keadilan

sehingga dalam pelaksanaan perjanjian disyaratkan pelaksanaannya dengan itikad

baik. Jika dianalisa lebih jauh itikad baik ini merupakan pengecualian dari asas

kebebasan berkontrak, dimana dalam asas kebebasan berkontrak para pihak diberi

kebebasan untuk membuat dan menentukan isi perjanjian. Permasalahnya, dalam

perjanjian seringkali posisi para pihak tidak seimbang baik dari segi ekonomi,

pendidikan dan pengaruh atau akses, sehingga dimungkinkan perjanjian

ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat sementara pihak lain karena

kelemahannya menerima kesepakatan tersebut.101

97 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1338.ayat 1

98 Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata
(Suatu Pengantar), hal.146

99 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Alumni, 1982), hal. 84

100 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], ps.1338 ayat 3

101 Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata
(Suatu Pengantar), hal.147
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5. Asas Kepribadian

Dalam Pasal 1315 KUH Perdata dinyatakan “Pada umumnya tak seorang

dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu

janji dari pada untuk dirinya sendiri.”102 Asas tersebut dinamakan asas

kepribadian. Mengikatkan diri ditunjukan untuk memikul kewajiban-kewajiban

atau menyanggupi melakukan sesuatu sedangkan minta ditetapkan suatu janji

ditujukan pada perolehan hak-hak atas sesuatu atau dapat penuntutan sesuatu.

Pada dasarnya suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Maka apabila seseorang akan

mengikatkan untuk orang lain, harus ada kuasa yang diberikan oleh orang lain

tersebut. Seorang yang dikuasakan untuk mengikatkan diri untuk orang lain,

maka orang tersebut tidak bertindak atas dirinya sendiri, melainkan orang lain

yang memberikan kuasa tersebut.103 Misalnya A mengikatkan diri dalam

perjanjian untuk B, maka A harus mendapatkan kuasa dari B. A mengikatkan diri

untuk orang lain yakni B, dan yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah B

bukan A.

Terhadap asas kepribadian terdapat pengecualian, yaitu dalam bentuk yang

dinamakan janji untuk pihak ketiga. Dalam janji untuk pihak ketiga, seorang

membuat perjanjian, dimana perjanjian ini memperjanjikan hak-hak bagi orang

lain. Hal ini diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan:

Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna
kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh
seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada
seorang lain, memuat janji seperti itu.104

Suatu contoh dari janji untuk pihak ketiga dimana para pihak menetapkan

suatu janji untuk memberikan hak kepada pihak ketiga, misalnya: saya menjual

102 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek],Ps.1315

103 Subekti, Hukum Perjanjian, hal.31

104 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek],Ps.1317
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rumah kepada A dengan perjanjian bahwa selama satu tahun rumah itu boleh

digunakan dulu oleh adiknya.105

Pengecualian lain dari asas kepribadian adalah Pasal 1316 KUHPerdata, yaitu

perjanjian garansi. Pasal 1316 KUH Perdata menyatakan:

Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin
seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu,
dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang
telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh
pihak ketiga tersebut menggunakan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi
perikatannya.106

Perjanjian garansi digambarkan sebagai suatu perjanjian dimana seorang A

berjanji kepada B bahwa C akan berbuat sesuatu. Berbeda dengan perjanjian

untuk pihak ketiga, dalam perjanjian garansi pihak ketiga bukan menerima hak

tetapi justru dibebani oleh adanya suatu kewajiban. Perjanjian garansi harus

dibedakan dari perjanjian penanggungan atau jaminan perorangan. Perjanjian

garansi adalah suatu perjanjian yang berdiri sendiri, sedangkan perjanjian

penangungan atau jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian accesoir

artinya ada dan tidaknya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang-

piutang dan perjanjian ikutannya (accesoir) yaitu perjanjian penanggungan.107

Pengecualian lain terhadap asas kepriabadian yang lain adalah apa yang

diatur dalam Pasal 1318 KUH Perdata dimana suatu perjanjian meliputi juga para

ahli waris dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal 1318 KUH Perdata

menyatakan:

Apabila seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk
para ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali

105 Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono,Hukum Perdata
(Suatu Pengantar) hal.148

106 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1316

107 Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono,Hukum Perdata
(Suatu Pengantar), hal.149
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apabila dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sfat perjanjian,
bahwa tidak sedemikianlah maksudnya.108

Berdasarkan pasal diatas, diketahui bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul

dari suatu perjanjian diwarisi oleh ahli waris dari masing-masing pihak yang

mengadakan perjanjian itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pengecualian asas kepribadian terdapat dalam Pasal 1316 KUH Perdata, yang

memberikan hak kepada pihak ketiga dari suatu perjanjian. Pasal 1317 KUH

Perdata membebankan kewajiban kepada pihak kertiga, sedangkan Pasal 1318

KUH Perdata memberikan hak dan membebankan kewajiban pada pihak ketiga.

6. Asas Kelengkapan

Asas kelengkapan disebut juga dengan Optional System. Maksud dari asas

ini adalah apabila para pihak dalam membuat perjanjian berkeinginan untuk

membuat aturan sendiri, maka mereka dapat menyingkirkan pasal-pasal yang ada

pada undang-undang. Akan tetapi jika pengaturan baru tersebut tidak ditentukan

secara tegas dalam suatu perjanjian, maka ketentuan dalam undang-undanglah

yang akan berlaku.109

7. Asas Pacta Sund Servanda

Asas tersebut menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak yang membuatnya pada detik dicapainya kata sepakat

antara kedua belah pihak sebagaimana tertera dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH

Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”110

8. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum terdapat dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata

yang menyatakan bahwa:

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah
pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup
untuk itu.111

108 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1318

109 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, hal.18

110 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1338 (1)

111 Ibid.,Ps. 1338 ayat 2
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9. Asas Kepatutan

Asas kepatutan terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan

bahwa

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.112

10. Asas Keseimbangan

Pada perjanjian terdapat asas keseimbangan. Asas tersebut menghendaki

kedua pihak dalam perjanjian memenuhi dan melasksanakan perjanjian tersebut.

Misalnya kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari

debitur tetapi kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian

dengan itikad baik. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa walaupun kreditur

mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tetapi ia juga mempunyai

kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga

kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

2.3 Wanprestasi

Apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka yang

bersangkutan telah wanprestasi. Wanprestasi debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.113

Untuk menentukan kapan seorang debitur telah melalaikan kewajibannya

dapat dilihat dari isi perjanjian. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan seseorang

harus melaksanakan kewajibannya, seperti menyerahkan sesuatu barang atau

melakukan sesuatu perbuatan. Apabila dalam perjanjian tidak disebutkan kapan

112 Ibid., Ps. 1339

113 Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 45
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seseorang harus menyerahkan sesuatu atau berbuat sesuatu, maka sebelum

mengajukan gugatan wanprestasi seorang kreditur harus memberikan somasi atau

suatu peringatan yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dan agar memenuhi

kewajibannya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

1238 KUH Perdata114.

Apabila prestasi yang diperjanjikan untuk tidak melakukan suatu

perbuatan, maka tidak diperlukan somasi sebab pada saat debitur melakukan

perbuatan yang dilarang, yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi.

Kreditur dapat mengajukan tuntutan supaya debitur dihukum untuk melaksanakan

perjanjian dan membayar ganti rugi, selain itu kreditur dapat juga hanya meminta

pelaksanaan perjanjian atau membatalkan perjanjian disertai ganti rugi.115

Terhadap wanprestasi yang dilakukannya, debitur diancam beberapa

sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat untuk debitur yang lalai

meliputi:

1. Pembayaran kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi;

2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

3. Peralihan resiko;

4. Pembayaran biaya perkara, jika diperkarakan di depan

pengadilan.116

Sanksi-sanksi terhadap debitur yang lalai diuraikan dibawah ini:

1. Ganti rugi

Ganti rugi terdiri dari tiga unsur yakni biaya117, rugi118 dan bunga119.

Dalam penuntutan ganti rugi, undang-undang memberikan pembatasan apa yang

114 Pasal 1238 KUH Perdata “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah
atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah
jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan. Lihat Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1238.

115 Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata
(Suatu Pengantar), hal.151

116 Subekti (a), Hukum Perjanjian, hal.45

117 Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah
dikeluarkan oleh salah satu pihak. Contohnya adalah biaya Notaris, biaya perjalanan.
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boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, debitur yang lalai masih

dilindungi oleh undang-undang. Pembatasan ganti rugi terdapat dalam Pasal 1247

KUH Perdata yang mengatur:

Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah
atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan; kecuali jika hal
yang tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu-daya yang
disebabkan olehnya.120

Pasal 1248 KUH Perdata juga mengatur:

Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan disebabkan tipu-daya si berutang,
penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya
oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas
apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.121

Terhadap ganti kerugian terdapat pembatasan berupa dapat diduganya syarat

kerugian serta hal tersebut merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Syarat

dapat diduga bukan hanya ditujukan pada kemungkinan timbulnya kerugian tetapi

juga pada jumlah dan besarnya kerugian. Menurut Yurisprudensi, persyaratan

dapat diduga juga meliputi besarnya kerugian. Jadi, kerugian yang jumlahnya

melampaui batas-batas yang dapat diduga, tidak boleh ditanggungkan kepada

debitur untuk membayarnya, kecuali jika ia nyata-nyata telah berbuat secara licik

atau melakukan tipu daya yang dimaksudkan dalam Pasal 1247 KUH Perdata,

118 Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang
diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Contohnya adalah akibat membeli kulkas yang tidak
memenuhi standar, kulkas meledak dan rumah terbakar. Rumah terbakar berikut benda-benda yang
ada di dalamnya termasuk dalam rugi.

119 Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau
dihitung oleh kreditur. Contohnya apabila dealer mobil terlambat menyerahkan mobil yang dibeli
oleh perusahaan taksi sehingga taksi tersebut terlambat beroperasi sesuai waktu yang telah
direncanakan. Hal ini menyebabkan perusahaan taksi kehilangan keuntungan yang sudah
dibayangkan bila taksi dapat beroperasi pada waktu yang telah direncanakan.

120 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek],Ps.1247

121 Ibid., Ps.1248
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sepanjang masih dalam batas-batas persyaratan akibat langsung yang ditentukan

oleh Pasal 1248 KUH Perdata.122

Pada unsur ganti rugi terdapat unsur bunga. Pengertian bunga termasuk di

dalamnya adalah bunga moratoir atau bunga kelalaian. Bunga moratoir adalah

bunga yang dibayarkan karena prestasi tidak tidak dilaksanakan. Besar dari bunga

moratoir adalah 6% setahun (s.1848 No.22) dan dihitung sejak gugatan

didaftarkan di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata123.

2. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian bertujuan

membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

Jika satu pihak sudah menerima sesuatu atau prestasi dari pihak yang lain, baik

uang maupun barang maka harus dikembalikan. Hal ini karena pokok dari

perjanjian telah ditiadakan. Pengaturan mengenai pembatalan perjanjan terdapat

dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan – persetujuan yang
timbal balik, mana kala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibanya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus
dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak
dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk
menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu
untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak
boleh lebih dari satu bulan.124

122 Subekti (a), Hukum Perjanjian hal.48

123 Pasal 1250 KUH Perdata “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan
dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan
terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan
tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga
tersebuut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.
Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka
Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi
hukum. Lihat Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek],Ps.1250.

124 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1226
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Dalam praktek para pihak sering memperjanjikan untuk menyimpangi

Pasal 1266 ayat 2 KUH Perdata, sehingga batalnya perjanjian tidak memerlukan

putusan hakim125. Yurisprudensi berpendapat bahwa batalnya perjanjian adalah

karena wanprestasi, sedangkan putusan hakim hanya untuk menyatakan bahwa

perjanjian telah batal (declaratif). Namun terdapat pendapat bahwa batalnya

perjanjian adalah karena putusan hakim, yang didasarkan pada wanprestasi. Hal

ini disebabkan Pasal 1266 ayat 2 KUH Perdata menyatakan dengan tegas bahwa

pembatalan perjanjian timbal balik harus melalui putusan hakim dan Pasal 1266

ayat 4 KUH Perdata menyatakan bahwa hakim berwenang memberikan terme de

grace (jangka waktu pengampunan), berarti perjanjian belum batal.126

3. Peralihan resiko

Peralihan resiko atas kelalaian seseorang disebutkan dalam Pasal 1237

ayat 2 KUH Perdata yaitu

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di
luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek
perjanjian.127

Contoh dari peralihan resiko adalah pada jual beli berdasarkan Pasal 1460 KUH

Perdata resiko jual beli barang dipikul oleh pembeli, meskipun barang tersebut

belum diserahkan. Apabila penjual terlambat dalam penyerahan barang tersebut,

atas kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko. Sehingga dengan lalainya

penjual resiko yang awalnya ditanggung oleh pembeli beralih kepadanya.

125 Alasan lain yang mendukung pencantuman klausula dalam perjanjian untuk
mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat 2 KUH Peradata yakni berdasarkan Pasal 1338
ayat 1 KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
para pihak yang membuatnya, sehingga pencantuman klausula mengenyampingkan ketentuan
Pasal 1266 KUH Perdata, harus ditaati oleh para pihak. Selain itu apabila pembatalan harus
melalui putusan pengadilan, akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga
tidak efisien. Lihat Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, cet.6, (Jakarta:
Kencana, 2006), hal. 63.

126 Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata
(Suatu Pengantar), hal.152

127 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek],Ps.1237 ayat 2
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4. Pembayaran ongkos biaya perkara perkara

Sanksi ini dapat dilihat dalam hukum acara yang menyakan bahwa pihak

yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara

Kreditur terhadap debitur yang lalai dapat melakukan penuntutan seperti

apa yang tercantum dalam Pasal 1267 KUH Perdata yaitu

Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal
itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi
perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai
penggantian biaya, rugi dan bunga.128

Dari rumusan pasal diatas dapat dipahami bahwa kreditur dapat memilih antara

tuntutan-tuntutan yakni pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian

disertai ganti rugi, atau pembayaran ganti rugi, atau dengan pembatalan

perjanjian, atau bahkan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Namun

pemenuhan perjanjian jangan dianggap sebagai sanksi atas kelalaian, sebab hal itu

merupakan prestasi yang sudah menjadi kesanggupan debitur. 129

2.4 Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat dalam Pasal 1365 KUH
Perdata yang menyatakan

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya
untuk mengganti kerugian tersebut130

128 Ibid., Ps. 1267

129 Subekti (a), Hukum Perjanjian, hal.53

130 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek],Ps.1365
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Adapun unsur-unsur dari PMH terdiri dari:131

1. Ada Perbuatan.

Yang dimaksud dengan perbuatan baik dalam perbuatan aktif yakni

dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada

orang lain maupun perbuatan dalam bentuk pasif yakni tidak berbuat

sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.

2. Melawan Hukum.

Unsur melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbut yang

bertentangan dengan:

a. Hak Subyektif orang lain

Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang

yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut

Yurisprudensi yang termasuk dalam hak subyektif adalah hak pribadi

yakni haks atas kebebasan dan kehormatan, hak kebendaan yakni hak

milik, hak-hak khusus misalnya hak suara.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan

hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bertentangan dengan kesusilaan

Kesusilaan adalah norma-norma yang ada dalam masyarakat yang

oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan hukum tidak

tertulis.

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian (PATIHA)

PATIHA seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan

sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang

lain.Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan

adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan

yang layak, perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan

bahaya bagi orang lain yang berdasarkan pemikiran normal perlu

diperhatikan.

131 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Indonesia, 2003), hal. 36.
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3. Kesalahan

Kesalahan dapat berarti luas yaitu bila terdapat karena kesengajaan

maupun kealpaan, dan dapat pula berarti sempit yakni karena kesengajaan.

Syarat kesalahan mempunyai sifat subyektif dan sifat obyektif. Sifat

subyektif berhubungan dengan pelakunya, apakah perbuatannya dapat

dipersalahkan kepadanya. Sedangkan sifat obyektif apakah pelaku dapat

dipersalahkan mengenai perbuatan tertentu, karena semua orang tahu

seharusnya ia dapat mencegah timbulnya akibat dari perbuatannya.

4. Kerugian

Kerugian dalam PMH dapat berupa kerugian materiil yakni yang dapat

dinilai dengan uang, maupun secra moril yang tidak dapat dinilai dengan

uang contohnya adalah ketakutan, sakit, dan lain-lain.

5. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian (kausalitas)

Untuk melihat sebab suatu peristiwa maka ada 2 (dua) teori yakni:

a. Teori Conditio Sine Quanon

Berdasarkan teori ini tiap-tiap sebab yang merupakan syarat untuk

timbulnya suatu akibat.

b. Teori Adequate

Berdasarkan teori ini perbuatan yang dianggap sebagai sebab

adalah perbuatan yang seimbang. Ukuran seimbang berdasarkan

akal sehat.

PMH dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH

Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas PMH yang

terbagi atas:132

1. Tanggung jawab tidak hanya karena PMH yang dilakukan oleh diri

sendiri, tetapi juga dengan PMH orang lain dan barang-barang dibawah

pengawasannya.

a. Tangung jawab terhadap perbuatan orang lain

Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang

menjadi tanggungannya secara umum, tanggung jawab orang tua dan

wali terhadap anak yang belum dewasa, tanggung jawab majikan

132 Ibid., hal 10-11

Tinjauan hukum ..., Nur Adlina Utami, FHUI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



42

Universitas Indonesia

terhadap orang yang dipekerjakannya, tanggung jawab guru terhadap

murid dan tukangnya.

b. Tanggung jawab terhadap barang dalam pengawasannya.

Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya, tanggung jawab

terhadap binatang, tanggung jawab pemilik terhadap gedung.

2. PMH terhadap tubuh dan jiwa manusia

Dalam Pasal 1370 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal terjadi

pembunuhan dengan sengaja atau kelalaiannya, maka suami atau istri,

anak, orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan

korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai dengan keadaan dan

kekayaan kedua belah pihak.

3. PMH terhadap nama baik

PMH terhadap nama baik diatur dalam Pasal 1372 sampai 1380 KUH

Perdata. Pasal 1372 KUH Perdata menyatakan tuntutan terhadap

penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan

nama baik sesuai kedudukan dan keadaan para pihak.

Tuntutan yang dapat diajukan karena PMH adalah:133

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;

2. Ganti rugi dalam bentuk natura/dikembalikan dalam keadaan semula

3. Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum

4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

133 Ibid., Ps.12
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BAB 3

TINJAUAN UMUM ALIH DAYA

Seiring dengan lajunya arus globalisasi ekonomi yang membawa serta

berbagai konsekuensi bagi dunia usaha seperti persaingan ketat, efisiensi dan

fleksibilitas, outsourcing134 atau alih daya telah menjadi suatu praktek yang

fenomenal, karena outsourcing saat ini merupakan suatu kebutuhan dalam praktek

persaingan bisnis global.135 Secara garis besar, alih daya merupakan suatu

hubungan yang terdiri dari beberapa perjanjian antar para pihak yang terkait dan

menjadi subyek dalam alih daya sehingga membentuk tipe pola alih daya

tersendiri.

3.1 Pengertian Alih daya

Secara umum, alih daya diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian

beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia

jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi

serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.137

Alih daya terdiri dari dua kata yakni alih dan daya. Berdasarkan Kamus

Besar Bahasa Indonesia alih mempunyai arti pindah; ganti; tukar; ubah138

134 Istilah lain outsourcing adalah contracting out yang berarti pemindahan operasi dari
sebuah perusahaan ke tempat lain. Lihat Siti Kunarti,”Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan(outsourcing) dalam Hukum Ketenagakerjaan,” Jurnal Dinamika Hukum Vol.9 No.1
(Januari 2009); 102,http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/9109101110.pdf diakses pada1 Maret
2011.

135 Tim Akademik dari 5 (lima) Perguruan Tinggi Negri, Ringkasan Esekutif, “Hasil
Kajian Akademis Terhadap UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,”
http://apindo.or.id/index.php/download/category/3-others diakses pada 14 Maret 2011

137 Iman Sjahputra Tunggal (a), Pokok-pokok hukum Ketenagakerjaan, hal.308.

138Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kamusbahasaindonesia.org/alih, diakses pada 14
Juni 2011.
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sedangkan daya mempunyai arti (1) kemampuan melakukan sesuatu atau

kemampuan bertindak (2) kekuatan; tenaga (yg menyebabkan sesuatu bergerak

dsb); (3) muslihat (4) akal; ikhtiar; upaya.139 Dengan demikian bila kedua kata

tersebut digabungkan menjadi alih daya maka akan mempunyai arti pindah

kemampuan. Dalam Bahasa Inggris alih daya adalah outsource yang mempunyai

arti obtain (goods or a service) by contract from an outside, contract (work)

out.140

Sedangkan pengertian menurut beberapa Pakar adalah:

Menurut Komang Priambada

Alih daya adalah pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang
kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa alih daya baik pribadi,
perusahaan, divisi sebuah unit dalam perusahaan.141

Menurut Candra Soewondo “Alih daya adalah pendelegasian operasional

dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan

penyedia jasa outsourcing).”142

Pengertian lain dari alih daya berikut ini merupakan pengertian yang

dipakai pada tingkat non-lokal yakni

Outsourcing is made up of two words – ‘out’ and ‘sourcing’. Sourcing refers to
the act of transferring work, responsibilities and decision rights to someone
else.143

139 Ibid, http://kamusbahasaindonesia.org/daya, diakses pada 14 Juni 2011.

140 Oxford Dictionary, http://oxforddictionaries.com/definition/outsource, diakses pada 14

Juni 2011.

141 Komang Priambada dan Agus Maharta, Outsourcing versus Serikat Pekerja: An
Introduction to Outsourcing, (Jakarta: Alihdaya Publishing, 2008), hal. 12.

142 Chandra Soewondo, Outsourcing Implementasinya di Indonesia, (Jakarta: PT. Elex
Media Kompetindo, 2003), hal.2

143 Mark John Power, Kevin C Desouza and Carlo Bonifazi, The Outsourcing Handbook:
How to Implement a Successful Outsourcing Process, (Great Britain: Kogan Page Limited, 2006),
hal. 6.
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Terjemahan bebas: Outsourcing terdiri dari dua kata yakni out dan sourcing.

Sourcing adalah tindakan mengalihkan pekerjaan, tanggung jawab dan hak dalam

mengambil keputusan kepada pihak lain.

Outsourcing is the act of transferring some of an organization’s recurring
internal activities and decision rights to outside providers, as set forth in a
contract.144

Terjemahan bebas: Outsourcing adalah tindakan mengalihkan beberapa aktivitas

internal dan hak-hak dalam mengambil keputusan kepada pihak lain sebagaimana

tercantum dalam perjanjian.

Outsourcing means more than just the purchase of raw materials and
standardized intermediate goods. It can be defined as long-term relationship of a
company with an external provider for activities that would otherwise have been
performed in-house.145

Terjemahan bebas: Outsourcing mempunyai arti lebih dari sekedar pembelian

bahan baku dan barang standar. Outsourcing dapat didefinisikan sebagai

hubungan jangka panjang perusahaan dengan penyedia eksternal

untuk kegiatan yang seharusnya dilakukan di dalam perusahaan tersebut.

Praktek alih daya sebenarnya sudah ditkenal sejak zaman Yunani dan

Romawi. Pada masa itu penguasa Yunani dan Romawi menyewa prajurit asing

dan para ahli-ahli bangunan untuk berperang dan membangun kota maupun istana

mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, praktek alih daya juga dikenal pada

masa revolusi industry guna menciptakan produk bermutu dengan harga

terjangkau sebagai akibat persaingan yang kuat. Pada tahun 1970 dan 1980

fenomena persaingan global mulai mengemuka, perusahaan beroperasi dengan

biaya produksi yang tinggi karena sulitnya melakukan efisiensi bahan mentah dan

baku. Untuk mengatasi hal tersebut di kalangan dunia usaha menerapkan praktek

alih daya. Praktek ini lebih ditujukan untuk membagi resiko usaha. Bagian-bagian

144 Maurice F. Greaver II, Strategic Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing
Decisions and Initiatives, (New York: AMACOM, 1999), hal. 3

145 Vincent Jacques, International Outsourcing Strategy and Competitiveness: Study of
Current Outsourcing Trends:IT,Business Processes, Contact Centers,(Paris:Edition Publikbook,
2006),hal.19
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pokok dari rangkaian produksi tetap dikerjakan oleh perusahaan tersebut,

sedangkan bagian penunjang lainnya dialihkan ke perusahaan lain.146

Pada dasarnya praktek alih daya di Indonesia telah dikenal sejak zaman

penjajahan Belanda. Tafsiran tersebut dapat diketahui melalui adanya pengaturan

mengenai pemborongan pekerjaan dalam KUH Perdata dalam Pasal 1601 huruf b

yang menyatakan

Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si
pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi
pihak yang lain, pihak yang memborongkan , dengan menerima suatu harga yang
ditentukan.147

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pemborongan pekerjaan

mempunyai pola yang serupa dengan alih daya.

Mengingat bisnis alih daya berkaitan erat dengan praktek ketenagakerjaan,

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan menjadi faktor

penting dalam memacu perkembangan alih daya di Indonesia. Pengaturan yang

jelas mengenai penggunaan jasa alih daya baru terjadi tahun 2003, melalui

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.148

3.2 Pihak dalam Alih Daya

Berdasarkan beberapa pengertian alih daya di atas dapat diketahui bahwa

dalam alih daya terdapat tiga pihak, yakni perusahaan pemberi pekerjaan,

perusahaan penyedia jasa dan pekerja. Perusahaan pemberi pekerjaan atau user

adalah perusahaan yang menggunakan jasa alih daya, perusahaan yang melakukan

pengalihan sebagian pekerjaannya kepada pihak lain. Pihak yang menerima

pekerjaan yang dialihdayakan tersebut disebut perusahaan penyedia jasa atau

provider maupun vendor. Pekerja adalah pekerja atau karyawan dari perusahaan

146 Libertus Jehani, Hak-hak Karyawan Kontrak, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 1-2

147 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1601 huruf b.

148 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta:PT.
Raja Grafindo Persada, 2003), hal.187
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penyedia jasa tetapi mengerjakan pekerjaan yang dialihdayakan oleh perusahaan

pemberi pekerjaan tersebut, umunya pekerjaan tersebut dilakukan di tempat

perusahaan pemberi pekerjaan. Ketiga pihak dalam alih daya tersebut

dihubungkan oleh perjanjian alih daya dan perjanjian kerja.

3.3 Alasan Menggunakan Alih Daya

Terdapat beberapa alasan penggunaan alih daya yaitu:149

1. Alasan organisasi

Alih daya dilakukan berdasarkan alasan organisasi untuk peningkatan

efektifitas melalui titik berat kegiatan bisnis pada kompetensi utamanya.

Alih daya juga dilakukan pada pengendalian bagian yang sulit

dikendalikan diserahkan ke pihak lain yang merupakan spesialis pada

bidang tersebut. Selain itu alih daya juga ditujukan untuk tercapainya

peningkatan fleksibilitas guna mengantisipasi perubahan dalam bisnis,

baik perubahan penggunaan teknologi atau proses, maupun volume bisnis.

Dengan menggunakan alih daya perusahaan dapat fokus pada kompetensi

utamanya sehingga kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan.

2. Alasan perbaikan kinerja

Alih daya yang dilakukan berdasarkan alasan perbaikan kinerja adalah

untuk memperbaiki kinerja operasi perusahaan dan meningkatkan

manajemen serta memperbaiki manajemen resiko. Melalui alih daya

perusahaan memperoleh keterampilan ahli dan teknologi sehingga

diperoleh ide-ide inovatif untuk dapat memperbaiki kredibilitas

perusahaan.

3. Alasan keuangan

Alih daya dilakukan berdasarkan alasan keuangan guna mengurangi

investasi berupa pembelian atau penggantian aset karena bagian penunjang

telah dikerjakan oleh pihak lain yang mempunyai spesialisasi di bidang

tersebut. Selain itu, alih daya dapat mengurangi atau setidaknya

mengendalikan biaya operasi awal serta membagi resiko keuangan.

149 Richardus Eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, Proses Bisnis Outsourcing, (Jakarta:
Grasindo, 2003), hal. 93-95.
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Dengan demikian, dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain

yang lebih mendesak dan penting. Bagi pihak pemberi jasa, melalui

pemindahan aset kepada pemberi kerja, perusahaan pemberi jasa dapat

memperoleh arus kas.

4. Alasan penghasilan

Alih daya berdasarkan alasan penghasilan dilakukan untuk mendapatkan

akses pasar dan kesempatan bisnis yang lebih luas melalui jaringan

pemberi jasa. Disamping itu alih daya dapat mempercepat perluassan

bisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sistem dan proses

pemberian jasa serta menambah kapasitas produksi dan penghasilan pada

saat perusahaan tidak mampu mendanai.

5. Alasan biaya

Alih daya berdasarkan alasan biaya dilakukan guna mengurangi biaya

dengan memanfaatkan kemampuan unggul pemberi jasa, baik kemampuan

teknologi, spesialisasi, produktivitas, pengembangan dan riset.

6. Alasan sumber daya manusia

Alih daya berdasarkan alasan sumber daya manusia dilakukan guna

memberikan karyawan kepastian dalam hal jenjang karir, menghindari

tuntutan sumber daya manusia serta meningkatkan fokus pada pembinaan

sumber daya manusia.

Michael F. Corbett membagi alasan penerapan alih daya ke dalam tiga

kategori yakni alasan strategis (keuntungan jangka panjang), alasan taktikal

(keuntung jangka pendek) dan alasan transformasional (perubahan) yaitu sebagai

berikut:150

1. Alasan strategis (keuntungan jangka panjang)

Alih daya merupakan alat strategis manajemen jangka panjang. Tujuan

utamanya adalah untuk membangun nilai tambah jangka panjang bagi

kinerja perusahaan untuk dapat bertahan dan berkembang. Alasan strategis

melakukan alih daya antara lain:

150Tampang,“Strategic Outsourcing. Suatu Perbandingan antara Organisasi Sektor Publik
dan Sektor Swasta,” Jurnal Transaksi Edisi 4 Tahun II (Juli-Desember 2007);hal.500,
http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/ed407496507.pdf, diakses 1April 2011.
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a) Meningkatkan fokus bisnis perusahaan

Dengan melakukan alih daya, perusahaan dapat memusatkan sumber

daya yang dimilikinya pada masalah dan strategi utama, sedangkan

pelaksanaan tugas sehari-hari yang bersifat pendukung diserahkan

pada pihak ketiga. Alasan tersebut digunakan oleh perusahan-

perusahaan untuk melakukan alih daya. Dengan meningkatkan fokus

pada bisnis utamanya, diharapkan perusahaan lebih mampu

meningkatkan kompetensi utamanya.151

b) Memanfaatkan kemampuan kelas dunia

Spesialisasi pekerjaan seperti yang dimiliki dan dikembangkan oleh

penyedia jasa mengakibatkan mereka memiliki keunggulan kelas

dunia di bidangnya.152 Bila alih daya dilakukan oleh penyedia jasa

yang merupakan pihak yang ahli di bidangnya, maka dapat diperoleh

kinerja dan sumber daya yang berkualitas sehingga perusahaan dapat

memperoleh kinerja yang berkualitas.

c) Mempercepat keuntungan yang diperoleh dari Reenginering153.

Dalam hal ini alih daya dipandang sebagai salah satu produk samping

sekaligus management tool yang unggul yakni Business Process Re-

Engineering (BPR). Alih daya dipandang dapat memperbaiki proses

internal perusahaan untuk mencapai standarisasi kelas dunia. Dengan

alih daya, hal ini dapat lebih mudah diterapkan dengan hasil yang

maksimal dan resiko yang kecil.154

d) Membagi resiko usaha

Apabila semua aktivitas dilakukan oleh perusahaan, investasi yang

diperlukan untuk setiap aktivitas tersebut harus ditanggung oleh

perusahaan sendiri. Dengan demikian apabila semua investasi

151 Richardus Eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, Proses Bisnis Outsourcing, hal.5

152 Ibid.

153 Reenginering adalah pemikiran kembali secara fundamental mengenai proses bisnis
dengan tujuan untuk melakukan perbaikan secara dramatis tentang ukuran-ukuran keberhasilan
yang sangat kritis bagi perusahaan yaitu biaya, mutu, jasa, dan kecepatan.

154 Richardus Eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, Proses Bisnis Outsourcing, hal.6
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dilakukan sendiri maka semua resiko pun menjadi tanggung jawab

perusahaan.155 Melalui alih daya, resiko yang dihadapi perusahaan

akan berkurang karena perusahaan penyedia jasa juga ikut

menanggung resiko dari aktivitas-aktivitas yang diserahkan kepada

mereka.

e) Menggunakan sumber-sumber yang ada untuk aktivitas yang lebih

strategis

Setiap perusahaan mempunyai keterbatasan dalam pemilikan sumber

daya.156 Melalui alih daya, perusahaan dapat mengatasi permasalahan

keterbatasan sumber daya. Hal tersebut terjadi karena alih daya

memungkinkan perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang

dimiliki untuk bidang-bidang kegiatan utama.

2. Alasan taktikal (keuntungan jangka pendek)

Penerapan alih daya adalah untuk mencapai keuntungan jangka pendek.

Pada tingkatan ini, kerjasama taktikal adalah alasan untuk dilakukannya

alih daya, meliputi:

a) Pengurangan dan pengendalian biaya-biaya operasional

Hal tersebut merupakan hal dasar yang menjadi alasan untuk

melakukan alih daya adalah untuk mengefisiensikan biaya

operasional, melalui pemindahan sebagian fungsi bisnis ke pihak luar

yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.

b) Tersedianya dana-dana modal

Alih daya juga bermanfaat untuk mengurangi investasi dana modal

kegiatan yang bukan bisnis inti suatu perusahaan. Sebagai gantinya

adalah dengan melakukan kontrak sesuai dengan kebutuhan yang

dibiayai dana operasi awal, bukan dana investasi. sehingga dana

investasi dapat digunakan untuk aktivitas yang lebih bersifat utama.157

155 Ibid.

156 Ibid, hal. 7

157 Richardus Eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, Proses Bisnis Outsourcing,, hal. 7
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c) Penghasilan pemasukan dana tunai

Alih daya sering kali dilakukan tidak hanya melalui kontrak aktivitas

tertentu dengan pihak ketiga, tetapi juga melalui penyerahan

penjualan atau penyewaan aset yang digunakan untuk melakukan

aktivitas tertentu tersebut, misalnya kendaraan, peralatan angkut dan

lain-lain. Dengan demikian, akan mengalir dana ke dalam perusahaan

untuk menambah likuiditas yang dapat dipergunakan untuk tujuan-

tujuan atau keperluan-keperluan lain yang lebih bermanfaat.158

d) Perolehan sumber daya yang tidak dimiliki sendiri

Perusahaan perlu melakukan alih daya untuk aktivitas tertentu karena

perusahaan tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk

melakukan aktivitas tersebut secara baik dan memadai.159

e) Pemberdayaan fungsi yang sulit datur atau di luar kendali

Alih daya dapat juga digunakan untuk mengatasi pengelolaan atau

mengawasi fungsi yang sulit dikendalikan. Fungsi yang sulit dikelola

dan misalnya birokrasi eksternal yang sangat berbelit yang hasus

ditaati oleh perusahaan milik negara dalam menjalankan fungsi

pembelian barang dan jasa. Hal tersebut mungkin dapat dilakukan

melalui kontrak seluruh pekerjaan tersebut pada pihak ketiga yang

berbentuk swasta. 160

3. Alasan transformasional (perubahan)

Perusahaan penyedia jasa tidak hanya dipandang sebagai alat untuk

mendapatkan efisiensi dan fokus yang lebih baik, tetapi juga dipandang

sebagai kekuatan besar untuk membantu perusahaan dalam menentukan

dan mempertahankan market share161 di mata konsumennya. Hal tersebut

158 Ibid.hal. 8

159 Ibid.

160 Ibid.

161 Market share is the portion or percentage of sales of a particular product or service in a
given region that are controlled by a company. Dalam bahasa Indonesia market share lebih dikenal
dengan kata pangsa pasar atau penguasaan pasar yang artinya adalah kemampuan penguasaan
perusahaan atas pasar.
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yang menjadi alasan mengapa alih daya dapat mengubah arah bisnis secara

fundamental karena dengan alih daya perusahaan dapat membawa solusi

kepada nasabah lebih cepat, mempersingkat daur hidup produk,

mendefinisikan ulang hubungan dengan penyedia jasa dan rekan bisnis,

mengungguli pesaing162 serta dapat masuk ke pasar-pasar yang baru

dengan resiko kecil.163

3.4 Manfaat Alih Daya

Implementasi alih daya mempunyai bermacam manfaat sebagaimana

dipaparkan oleh Hasanuddin Rachman, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi

Pengusaha Indonesia (APINDO), yakni: manfaat bagi pemerintah antara lain

karena dapat membantu mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi

masyarakat serta ekonomi secara nasional. Manfaat bagi masyarakat dan

pekerja antara lain melalui aktivitas industri yang akan mendorong kegiatan

ekonomi penunjang di lingkungan masyarakat sehingga dapat mengurangi

pengganguran. Manfaat bagi industri yaitu mengurangi beban keterbatasan

lahan dalam pengembangan perusahaan di kawasan industri, meningkatkan

fleksibilitas dalam pengembangan produk baru dan meningkatkan daya saing

dengan efisiensi penggunaan fasilitas dan teknologi yang berkembang sangat

cepat. 164

162 Dalam menggunguli pesaing banyak negara maju mengalihkan pekerjaannya kepada
negara lain, contohnya adalah China karena China mempunyai etos kerja yang sangat tinggi,
disiplin dan komitmen melakukan pekerjaan dan menyadari pentingnya bekerja dengan baik, biaya
tenaga kerja yang murah disebabkan adanya bantuan dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas
perumahan dan transportasi bagi rakyat sertapengaturan pajak yang yang meringankan para
investor, dimana pada tahap awal investor ke China, investor dibebaskan dari pembayaran pajak,
sampai waktu tertentu, setelah itu baru dikenakan pajak. Selain dengan negara China, negara yang
menjadi pilihan untuk mengalihkan pekerjaan negara maju adalah India karena di India teknologi
informasi berkembang pesat dan banyak tenaga teknologi informasi bertaraf internasional
dihasilkan India, biaya tenaga kerja yang murah, serta kemampuan berbahasa Inggris yang baik.
Lihat Iftida Yasar, Sukses Implementasi Outsourcing (Mengalihdayakan SDM untuk focus pada
bisnis utama perusahaan dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas usaha), cet. 1, (Jakarta:
PPM, 2008), hal. 11

163 Chandra Suwondo, Outsourcing Implementasinya di Indonesia, hal. 12

164 Iftida Yasar, Sukses Implementasi Outsourcing hal. 15-16.
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3.5 Pengaturan Alih Daya dalam Perundang-undangan

Berdasarkan pengertian dan cakupan para pihak dalam alih daya,

pengaturan mengenai pola tersebut sesungguhnya meliputi pengaturan tentang 2

(dua) perjanjian. Pertama adalah pengaturan mengenai perjanjian alih daya antara

Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang

pengembangannya bertitik tolak dari prinsip-prinsip perjanjian pemborongan

pekerjaan. Pengaturan yang kedua adalah pengaturan mengenai perjanjian kerja

yang mengatur hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa dengan

pekerjanya.165 Lebih lanjut lagi mengenai pengaturan kedua perjanjian tersebut

dipaparkan melalui pembahasan sebagai berikut:

3.5.1 Perjanjian Alih Daya

Pasal 1601 huruf b KUH Perdata yang merupakan titik tolak

pengembangan peraturan mengenai alih daya mengatur sebagai berikut:

Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si
pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi
pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang
ditentukan.166

Cara pengerjaan pekerjaan yang diborongkan tersebut diserahkan kepada pihak

pemborong. Pihak yang memborongkan menghendaki hasil pekerjaan yang

diserahkan kepada pihak yang memborongkan dalam keadaan baik dan dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pemborongan pekerjaan

dalam KUH Perdata dikategorikan dalam dua jenis, sebagaimana tertera dalam

Pasal 1604 KUH Perdata yang menyatakan

165 Terdapat tiga pihak dalam alih daya yang masing-masing menimbulkan hubungan
hukum tersendiri, yakni perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penyedia jasa dan pekerja.
Hubungan hukum yang terjadi antara pihak Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan perusahaan
penyedia jasa adalah hubungan kerja sama yang timbul dari perjanjian pemborongan pekerjaan.
Sedangkan hubungan hukum yang terjadi anatara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa adalah
hubungan kerja yang lahir dari perjanjian kerja antara keduanya. Pekerja tidak mempunyai
hubungan langsung dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Hubungan antara pekerja dengan
perusahaan pemberi pekerjaan hanya didasarkan perjanjian yang dibuat antara perusahaan pemberi
pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa.

166 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1601 huruf b
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Dalam hal pemborongan pekerjaan dapat ditetapkan dalam perjanjian bahwa si
pemborong hanya akan melakukan pekerjaan saja atau bahwa ia juga akan
memberikan bahannya.167

Dengan demikian pada jenis pertama, pihak pemborong diwajibkan memberikan

bahan untuk pekerjaan yang diborongkan sedangkan pada jenis kedua pihak

pemborong hanya akan melakukan pekerjaan saja. Perbedaan antara dua macam

pemborongan tersebut terletak pada masalah tanggung jawab pihak pemborong.

Apabila pemborong diwajibkan memberikan bahan dan pekerjaan, jika hasil

pekerjaan musnah sebelum diserahkan kepada pihak yang memborongkan maka

segala kerugian adalah tanggungan pihak pemborong kecuali apabila pihak yang

memborongkan telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan itu. Sedangkan apabila

pihak pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaan saja jika pekerjaannya

musnah maka yang bersangkutan bertanggungjawab untuk kesalahannya

tersebut.168

Terdapat beberapa prinsip yang berlaku dalam pemborongan pekerjaan

sebagaimana diatur dalam ketentuan KUH Perdata, yakni:169

1. Jika telah terjadi kesepakatan dalam pemborongan pekerjaan dan

pekerjaan telah dikerjakan, pihak yang memborongkan tidak bisa

menghentikan pemborongan pekerjaan tersebut.

2. Pemborongan pekerjaan berhenti dengan bila pihak pemborong meninggal

namun pihak yang memborongkan pekerjaan diwajibkan membayar

kepada ahli waris pemborong harga pekerjaan yang telah dikerjakan.

3. Pihak pemborong bertangung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang-

orang yang telah dipekerjakan olehnya.

4. Pekerja/buruh yang memegang suatu barang kepunyaaan orang lain, untuk

mengerjakan sesuatu pada barang tersebut, berhak menahan barang itu

sampai biaya dan upah-upah yang dikeluarkan untuk barang itu dipenuhi

167 Ibid.,Ps.1604

168 Subekti (c), Aneka Perjanjian, cet.10, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 65

169 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, hal. 189
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seluruhnya, kecuali jika pihak yang memborongkan telah memberikan

jaminan secukupnya untuk pembayaran biaya dan upah-upah tersebut.

Ketentuan dalam KUH Perdata merupakan sumber hukum paling awal

mengenai alih daya oleh karenanya tidak dibatasi pekerjaan-pekerjaan mana saja

yang dapat diborongkan/dialihdayakan. Pengaturan tersebut berbeda dengan

pengaturan alih daya dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(UU Ketenagakerjaan) yang menerapkan bahwa hanya pekerjaan yang tidak

berhubungan langsung dengan bisnis utama yang dapat

diborongkan/dialihdayakan.170

Dalam UU Ketenagakerjaan tidak terdapat istilah alih daya secara

eksplisit. Praktek alih daya sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut

dikategorikan dalam dua jenis, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa

tenaga kerja. Dalam Pasal 64 UU Ketenagakerjaan disebutkan:

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainnya melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.171

Berdasarkan rumusan Pasal 64 terdapat dua jenis alih daya yang pertama yakni

penyerahan pekerjaan kepada pihak lain dan yang kedua penyediaan jasa

pekerja/buruh untuk perusahaan lain. Dalam UU Ketenagakerjaan juga terdapat

syarat-syarat dalam pelaksanaan alih daya. Untuk itu terdapat Keputusan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP. 101/MEN/VI/2004

tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.

KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian pelaksanaan

Pekerjaan Kepada Perusahaan lain sebagai peraturan pelaksana dari UU

Ketenagakerjaan mengenai syarat-syarat alih daya.

170 Sehat Damanik, Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan: Sebagai Penuntun untuk Merencanakan-Melaksanakan Bisnis
Outsourcing dan Perjanjian Kerja, cet.2, (Jakarta: DSS Publishing, 2007), hal.11.

171 Indonesia (a), Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ps. 64
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3.5.2 Syarat-syarat Alih Daya

Dalam praktek alih daya dalam UU Ketenagakerjaan tersebut dapat

dilaksanakan dengan persyaratan yang sangat ketat yang diatur dalam Pasal 65,

dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan. Syarat-syarat alih daya dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat secara tertulis172

2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

a. bagian pekerjaan yang tersebut dilakukan terpisah dari kegiatan

utama;

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi

pekerjaan;

c. merupakan kegiatan penunjang173 perusahaan secara keseluruhan; dan

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.174

Semua peryaratan di atas bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu

syarat tidak terpenuhi, maka bagian pekerjaan tersebut tidak dapat

dialihdayakan.175

3. Perusahaan penerima pekerjaan harus berbadan hukum.176

Ketentuan ini diperlukan karena banyak perusahaan penerima pekerjaan

yang tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban terhadap hak-

hak pekerja/buruh sebagaimana mestinya sehingga pekerja/buruh menjadi

terlantar. Oleh karena itu berbadan hukum menjadi sangat penting agar

172 Ibid, Ps. 65 ayat 1

173 Kegiatan penunjang adalah kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses
produksi yang merupakan kegiatan yang di lur usaha pokok suatu perusahaan. Kegiatan tersebut
antara lain usaha pelayan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi
pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengamanan (security/satuan pengamanan), usaha jasa
penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyedian angkutan pekerja/buruh.
Lihat Penjelasan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

174 Ibid, Ps 65 ayat 2

175 Muzni Tambusai, Seri Pembianaan Hubungan Industrial Seri 3 Outsourcing Bahasa
Indonesia, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, 2005), hal. 3, diakses http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---asia/---
ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120261.pdf pada 14 Maret 2011.

176Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ps 65 ayat 3
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tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Dalam hal perusahaan

penerima pekerjaan tidak berbadan hukum dan bagian pekerjaan yang

dialihdayakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, maka

status hubungan kerja yang semula dengan perusahaan penerima

pekerjaan, demi hukum beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.177

Dalam Keputusan Menteri No. KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-

Syarat Penyerahan Sebagian pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan

lain, dalam Pasal 3 kembali ditegaskan bahwa perusahaan pemborongan

pekerjaan harus berbentuk badan hukum. Terdapat pengecualian

sebagaimana terdapat dalam pasal 3 ayat 2 yakni

Ketentuan mengenai berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kecuali bagi:

a. perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak di bidang pengadaan
barang;

b. perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan
dan perbaikan serta jasa konsultansi yang dalam melaksanakan pekerjaan
tersebut mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 10 (sepuluh) orang.178

Dalam pelaksanaannya perusahaan pemborong pekerjaan tidak berbadan

hukum tidak memenuhi hak-hak pekerja/buruh atau syarat-syarat kerja

dalam hubungan kerja, maka kewajiban tersebut beralih menjadi tanggung

jawab perusahaan yang berbadan hukum. Oleh karena itu setiap perjanjian

pemborongan pekerjaan wajib memuat ketentuan-ketentuan yang

menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.179

4. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada

perusahaan lain sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan

177 Muzni Tambusai, Seri Pembianaan Hubungan Industrial Seri 3 Outsourcing Bahasa
Indonesia, hal.3

178Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada
Perusahaan Lain, Kepmen Tenaga Kerjad dan Transmigrasi No. KEP 220/MEN/X/2004, Ps 3
ayat 2.

179 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya Paramita,
2003) hal. 149.
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syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.180

5. Hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau

perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. 181

Dalam Pasal 66 UU Ketenagakerjaan masih diatur syarat-syarat alih daya

yaitu:182

Pasal 66
(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh
digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau
kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi.
(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh;
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana
dimaksud dalam huruf a adalah perjanjuan kerja waktu tertentu yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan/atau
perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak;
c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh; dan
d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan
perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan
hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.

180 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ps 65 ayat 4
181 Ibid, Ps 65 ayat 7. Pasal 59 ayat 1 menyebutkan perjanjian kerja waktu tertentu hanya

dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya
akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan

paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; ataupekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,
kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

182 Ibid, Ps 66.
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(4) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a,
huruf b, dan huruf d, serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan pemberi pekerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

No. KEP. 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia

Jasa Pekerja/Buruh merupakan peraturan pelaksana atas syarat-syarat mengenai

alih daya, terutama Pasal 66 ayat 3 UU Ketenagakerjaan. Dalam Keputusan

Menteri disebutkan bahwa untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh perusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai domisili

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.183 Perjanjian antara perusahaan penyedia

jasa dan perusahaan pemberi pekerjaan juga mempunyai syarat-syarat

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yaitu:

Pasal 4

Dalam hal perusahaan penyedia jasa memperoleh pekerjaan dari perusahaan
pemberian pekerjaan kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang
sekurang-kurangnya
memuat :
a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan jasa;
b. penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf

a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan
pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa sehingga
perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan
yang timbul manjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh;

c. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima
pekerja/buruh di perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk
jenis-jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi kerja
dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.184

183 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, Kepmen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP 101/MEN/VI/2004, Ps 2 ayat 1

184 Ibid, Ps 4.

Tinjauan hukum ..., Nur Adlina Utami, FHUI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



60

Universitas Indonesia

3.6 Perjanjian Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya

perjanjian kerja.185 Perjanjian kerja bersifat sekuler, perjanjian kerja awalnya

bersifat hukum privat, namun dalam perkembangannya banyak ketentuan –

ketentuan yang diganti dengan peraturan baru yang bersifat hukum publik,

misalnya untuk masalah pengupahan.186 Adapun perjanjian kerja dalam UU

Ketenagakerjaan yang menyatakan “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat

kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”187

Layaknya perjanjian lainnya yang mempunyai unsur-unsur perjanjian,

perjanjian kerja juga mempunyai unsur-unsur yaitu:188

1. Pekerjaan (arbeid);

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah prestasi yang harus dilakukan

sendiri oleh pihak penerima kerja, dan tidak boleh dialihkan kepada pihak

lain (bersifat individual);

2. Di bawah perintah (in dienst/gezag verhounding);

Unsur di bawah perintah menjadikan pihak penerima kerja sangat

tergantung pada perintah/instruksi/petunjuk dari pihak pemberi kerja.

Walaupun pihak penerima kerja mempunyai keahlian atau kemampuan

sendiri untuk melakukan pekerjaannya, sepanjang masih ada

ketergantungan pada pihak pemberi kerja, dapat dikatakan bahwa masih

ada hubungan sub ordinasi (hubungan diperatas).189

3. Upah tertentu (loon);

185 Zainal Asikin, et.al, Dasar- Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1993), hal. 65

186 Fx Djumialdi, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Bina Karsa, 1987), hal. 13

187 Indonesia, UU Ketenagakerjaan, ps.1 ayat 14

188 Tim Pengajar (b), Hukum Hubungan Perburuhan, (Depok: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2001), hal. 11-13

189 Ibid., hal. 11
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Upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak

penerima kerja, dapat berbentuk uang atau bukan uang (in natura).

Pemberian upah ini dapat dilihat dari segi nominal atau jumlah senyatanya

yang diterima oleh pekerja, maupun dari segi riil atau kegunaan upah

tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Oleh

karenanya, dikenal istilah “upah minimum” yang ditentukan dari

kemanfaatan upah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, sejumlah

minimal tertentu yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas kerja

yang dilakukan.190 Sistem pemberian upah, biasanya didasarkan atas waktu

atau hasil pekerjaan, yang pada prinsipnya dengan mengacu pada hukum,

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau kebiasaan

yang ada dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan bagi pekerja, kelebihan waktu kerja

seseorang akan diperhitungkan sebagai upah lembur. Dikenal pula istilah

upah pengganti yang diberikan atas kerja yang dilakukan pada waktu

seharusnya pekerja menjalankan hak istirahat.

Beberapa prinsip yang umum yang ada dalam masyarakat dalam terkait

dengan upah adalah:

a. Upah implisit dalam setiap hubungan kerja (dalam setiap hubungan kerja

selalu ada upah);

b. Adanya asas non diskriminasi(upah yang sama untuk pekerjaan berniali

sama);

c. Prinsip “no work no pay” (diberlakukan dengan pengecualian tertentu);

d. Pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kerja dapat memperjanjikan lain

mengenai upah, dari apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan

asalkan lebih menguntungkan bagi pihak pekerjanya;

e. Larangan pembelanjaan upah (truck stelsel);

f. Dalam hal terjadi pemotongan upah, harus ada persetujuan pekerja yang

bersangkutan;

190 Ibid., hal. 12
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g. Penerapan denda, potongan, ganti rugi dan lain sebagainya yang akan

diperhitungkan dalam upah, tidak boleh lebih dari 50%.191

4. Adanya waktu (tijt).

Yang dimaksud dengan waktu dalam perjanjian kerja adalah jangka waktu

pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan. Perjanjian kerja dari segi waktu

dapat dibedakan antara:

a. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Jika lamanya waktu

melakukan pekerjaan telah ditentukan dalam perjanjian. Ada

persyaratan yang harus dipenuhi dalam kaitan dengan pembatasan

perjanjian kerja waktu tertentu, bila persyaratan tidak dipenuhi maka

berakibat hubungan kerja menjadi hubungan kerja waktu tidak

tertentu.192 Persyaratan tersebut yaitu perjanjian kerja untuk waktu

tertentu harus dibuat secara tertulis dan menggunakan Bahasa

Indonesia dan huruf latin, serta harus memenuhi syarat-syarat lain

yakni harus mempunyai jangka waktu tertentu, atau adanya suatu

pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu, tidak mempunyai

syarat masa percobaan.193 PKWT dalam UU Ketenagakerjaan diatur

dalam Pasal 59. Di dalam Pasal 59 ayat 1 UU Ketenagakerjaan

diatur PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang

menurut jenis dan sifat atas kegiatan pekerjaannya akan selesai

dalam waktu tertentu yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau

sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya

dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun;

pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan

dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang

masih dalam percobaan atau penjajakan. Dalam Pasal 59 ayat 2 UU

191 Iman Sjahputra Tunggal (b), Teori dan Kasus hukum Ketenagakerjaan Indonesia,
hal.157

192 Tim Pengajar (c), Hukum Perburuhan, (Depok: Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2007), hal. 48

193 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,
Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 64.
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Ketenagakerjaan ditambahkan bahwa PKWT tidak dapat untuk

pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT yang didasarkan atas jangka

waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan

boleh diperpanjang atau diperbarui satu kali untuk jangka waktu

paling lama satu tahun.194 Pengusaha yang bermaksud

memperpanjang PKWT tersebut, paling lama tujuh hari sebelum

PKWT berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis

kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.195 Pembaruan PKWT

hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu tiga

puluh hari berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan PKWT ini

hanya boleh dilakukan satu kali dan paling lama dua tahun.196

b. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Bila perjanjian kerja tidak

ditentukan waktu berlakunya perjanjian. Dengan demikian,

perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu berlaku terus sampai (a)

pihak pekerja / buruh memasuki usia pensiun ( 55 tahun ); pihak

pekerja / buruh diutuskan hubungan kerjanya karena melakukan

kesalahan; pekerja/buruh meninggal dunia, dan adanya putusan

pengadilan yang menyatakan pekerja / buruh telah melakukan tindak

pidana sehingga perjanjian kerja tidak bisa dilanjutkan. Tidak seperti

PKWT yang harus dibuat secara tertulis, perjanjian kerja untuk

waktu tidak tertentu dapat dibuat secara tertulis dan lisan. Dalam hal

perjanjian jenis ini dibuat secara lisan, pengusaha wajib membuat

surat pengangkatan bagi pekerja / buruh. Surat tersebut sekurang-

kurangnya memusat tentang nama pekerja/buruh, tanggal mulai

bekerja, jenis pekerjaan dan besarnya upah pekerja.

Ditinjau dari bentuk perjanjian kerja, terdapat dua jenis perjanjian kerja

yakni perjanjian kerja tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian kerja dalam UU

Ketenagakerjaan tidak mensyaratkan bentuk tertentu, bisa dibuat secara tertulis

194 Indonesia, UU Ketenagakerjaan,Ps. 59 ayat 4

195 Ibid, Ps. 59 ayat 5

196 Ibid, Ps. 59 ayat 6
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yang ditandatangani kedua belah pihak atau dilakukan secara lisan.197 Akibat

hukum bila perjanjian kerja secara lisan, akan membuat pekerja/buruh tidak

mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjalani hubungan kerja dengan

pengusaha/majikan, berupa syarat-syarat kerja. Selain itu akibat hukum yang

timbul dari putusnya hubungan kerja-pun tidak dapat diketahui oleh pekerja/buruh

tersebut. Perjanjian yang dibuat secara lisan-pun dapat menyulitkan pekerja/buruh

dalam membuktikan kebenaran dirinya sebagai pekerja/buruh yang bekerja pada

pengusaha/majikan, dalam proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan

kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Walaupun dalam Pasal 63 ayat (1) UU

No. 13 Tahun 2003, yang mewajibkan pengusaha/majikan membuat surat

pengangkatan bagi pekerja/buruh yang perjanjian kerja-nya dibuat secara lisan,

tidaklah efektif dan banyak pengusaha/majikan yang tidak menjalankannya, bukan

hanya karena tidak ada sanksi yang mengaturnya, juga karena dengan tidak

dibuatnya perjanjian kerja secara tertulis dan surat pengangkatan, akan dapat

menguntungkan pengusaha/majikan, yaitu diantaranya tidak jelasnya kapan

hubungan dimulai.198 Sedangkan bila perjanjian kerja dibuat dapat menjamin

kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan

sangat membantu proses pembuktian.199

Subyek dalam perjanjian kerja adalah mereka yang “cakap” untuk

melakukan perbuatan hukum atau untuk mengadakan perjanjian. Pada hukum

perburuhan “dewasa” adalah telah berumur 18 (delapan belas) tahun.200 Ketentuan

mengenai wanita bersuami tidak boleh diadakan perjanjian kerja antara suami dan

istri.201Orang yang belum dewasa tidak cakap untuk melakukan perjanjian, untuk

itu diperlukan tindakan untuk mendewasakan. Dalam perjanjian kerja orang yang

197 Tim Pengajar (c), Hukum Perburuhan, hal. 50
.
198 Potret Buruh dan Hak Konstitusional, Akibat Hukum Perjanjian Kerja Lisan,

http://www.isbiindonesia.org/2010/10/akibat-hukum-perjanjian-kerja-lisan.html, diakses pada 14
Juni 2011.

199 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, hal. 44.

200 Iman Sjahputra Tunggal (b), Teori dan Kasus hukum Ketenagakerjaan Indonesia,
hal.162

201 Tim Pengajar, Hukum Perburuhan, hal. 59
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belum dewasa dapat melakukan perjanjian kerja dengan mendapat kuasa dari

orang tua atau walinya.202

Perjanjian kerja berakhir apabila

1. Pekerja meninggal dunia

2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja

3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian

kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 203

Jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya

waktu yang ditetapkan dalam PKWT atau tidak berakhir karena ketentuan di atas,

maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi

kepada pihak lain. Ganti rugi tersebut sebesar upah pekerja/buruh sampai batas

waktu perjanjian kerja berakhir.204 Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli

waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak lain yang diatur dalam perjanjian

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.205

Pekerja dalam perjanjian kerja mempunyai perlindungan. Secara teoritis

dikenal tiga jenis perlindungan kerja yaitu:206

1. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha

kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh

mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana

202Ibid.

203 Iman Sjahputra Tunggal (b), Teori dan Kasus hukum Ketenagakerjaan Indonesia,
hal.64

204 Indonesia, UU Ketenagakerjaan, Ps. 61 ayat 1.

205 Ibid, Ps. 61 ayat 5

206 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,
hal. 78.
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manusia pada umumnya. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan

kesehatan kerja.

2. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-

usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan

yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan.

Perlindungan teknis sering disebut dengan keselamatan kerja.

3. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-

usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu pengahasilan yang

cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya,

termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja diluar

kehendaknya. Perlindungan ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.

Objek perlindungan tenaga kerja menurut UU Ketenagakerjaan melsiputi:

a. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja;

b. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan

pengusaha;

c. Perlindungn keselamatan dan kesehatan kerja;

d. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak dan penyandang

cacat;

e. Perlindungan tentang upah dan jaminan sosial tenaga kerja.

Selain perlindungan yang telah dikemukakan, pekerja/buruh mempunyai

perlindungan hukum bila terjadi perselisihan hubungan industrial. Prof. Imam

Soepomo menyebutkan dua bentuk perselisihan yang mungkin terjadi dalam suatu

hubungan kerja. Pertama perselisihan hak (rechtsgeschhillen) yaitu jika masalah

yang diperselisihkan termasuk bidang hubungan kerja, maka yang diperselisihkan

adalah mengenai hal yang telah diatur atau ditetapkan dalam suatu perjanjian

kerja, perjanjian perburuhan, peraturan perusahaan atau dalam suatu peraturan

perundang – undangan. Kedua, perselisihan kepentingan (belangengschillen),

yaitu tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan / atau

keadaan perburuhan.207 Untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial

diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang

207 Tim Pengajar, Hukum Perburuhan, hal.111
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Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Di dalam UU Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan
mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja
dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak,
akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.
Perselihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau
perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena
tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang
dilakukan oleh salah satu pihak.208

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat ditempuh dengan

berbagai cara yakni melalui bipatrit, penyelesaian di luar pengadilan dengan

arbitrase, konsiliasi, mediasi, penyelesaian melalui Pengadilan yakni di

Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung.

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat

pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan

hubungan industrial.209 Dalam Pasal 3 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial mengharuskan setiap perselisihan hubungan industrial yang terjadi

diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan bipatrit secara musyawarah

mufakat. Penyelesaian secara bipatrit dilakukan melalui tehnik negosiasi.

Mengenai tata cara penyelesaian bipatrit diatur dalam pasal 6 dan 7 UU

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jika dalam perundingan bipatrit

mencapaai kesepakatan, kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian

bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sehingga mendapat

jaminan hukum dalam pelaksanaan karena memiliki fiat eksekusi.

208 Indonesia, UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ps. 1 ayat 1, 2, 3, 4.

209 Ibid., Ps.1 ayat 10
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Mediasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak,

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang

netral.210 Mediator hubungan industrial adalah pegawai instansi pemerintah yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat

sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas smelakukan

mediasi dan mempuyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak

yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan,

perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.211

Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah

penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja

atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang

netral.212 Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator

adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator

ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib

memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk

menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja

atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu

perusahaan.213

Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah

penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan

Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk

menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat

210 Ibid., Ps.1 ayat 11

211 Ibid., Ps.1 ayat 12

212 Ibid., Ps.1 ayat 13

213 Ibid., Ps.1 ayat 14
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para pihak dan bersifat final.214 Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya

disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang

berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan

putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan

penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan

bersifat final.215

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk

di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan

memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.216

214 Ibid., Ps.1 ayat 15

215 Ibid., Ps.1 ayat 16

216 Ibid., Ps.1 ayat 17
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BAB 4

ANALISA KASUS

4.1 Permasalahan Alih Daya pada PT.X

Kasus yang akan dibahas dalam Bab ini adalah mengenai seorang pekerja

alih daya yang ditempatkan pada perusahaan bongkar muat. Pekerja tersebut tidak

dibayar upahnya secara penuh oleh perusahaan alih daya dimana tempatnya

bekerja meskipun perusahaan pengguna telah membayarkan sejumlah tertentu

pada perusahaan alih daya tersebut meflalui perjanjian alih daya. Berikut akan

ditinjau pola hubungan alih adaya antara Perusahaan Alih Daya (PT.Y),

Perusahaan Pengguna (PT.X), dan Pekerja tersebut (Z) permasalahan yang timbul

serta penyelesaiannya (dalam hal ini perlindungan terhadap hak pekerja).

Z adalah pekerja di PT. Y, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang

penyedia jasa tenaga kerja. Dalam menjalankan bisnisnya, PT.Y mempunyai

cukup banyak klien, salah satunya adalah PT.X yang bergerak dalam bidang usaha

bongkar muat. Sejak tahun 2004, PT. X menggunakan jasa PT.Y untuk

penyediaan tenaga kerja di unit-unit kerja.217 Dalam perjanjian kerjasama alih

daya yang mereka buat, dinyatakan bahwa PT.X selanjutnya disebut sebagai

Pihak Pertama merupakan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja untuk

pengisian posisi atau jabatan-jabatan tertentu di organisasinya. Adapun PT. Y

selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua merupakan perusahaan Jasa Penyedia

dan Penempatan Tenaga Kerja yang berkewajiban merekrut tenaga kerja untuk

ditempatkan pada PT.X. Atas dasar layanan pengadaan pekerja yang

dilakukannya, PT. Y berhak atas sejumlah management fee, yaitu imbalan jasa

bagi perusahaan alih daya atas pengelolaan tenaga kerja yang harus dibayarkan

217Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Umum dan Personalia PT. X, tanggal 27
April 2011 di PT.X.
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oleh PT.X sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total biaya pengelolaan tenaga

kerja.

Jenis-jenis pekerjaan yang dialihkan dari PT.X kepada PT.Y tidak

ditetapkan secara jelas dalam perjanjian alih daya.218 Dalam prakteknya, jenis

pekerjan-pekerjaan yang dialihkan kepada PT. Y adalah supir, kurir, administrasi,

kasie billing, teknisi, koordinator, mekanik, dan resepsionis. Salah satu pekerja

yang ditempatkan adalah Z sebagai tenaga administrasi di PT.X sejak tahun 2005.

Dengan demikian, yang bersangkutan sudah bekerja selama 5 (lima) tahun dengan

skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai berikut PKWT pertama

dengan jangka waktu 10 Oktober 2005 sampai dengan 9 Oktober 2007, disusul

PKWT kedua dengan jangka waktu 10 Oktober 2007 sampai dengan 9 Oktober

2008. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Z masih menjadi pekerja

PKWT di PT. Y dan ditempatkan di PT.X , namun tanpa PKWT.

Di dalam PKWT Z diatur mengenai hak dan kewajiban yang bersangkutan

secara umum sebagai berikut:

Pasal 5
1. Hak umum tenaga kerja

Tenaga kerja berhak atas:
a. Memperoleh upah sebagai imbalan kerja
b. Upah lembur untuk pelaksanaan di luar jam kerja
c. Memperoleh libur mingguan atau libur hari raya resmi
d. Memperoleh tunjangan kesehatan
e. Tunjangan hari raya keagamaan
f. Memperoleh perlindungan asuransi/Jamsostek
g. Dalam hal Tenaga Kerja mensgalami kecelakaan kerja, maka

PT.Penyedia Jasa Y atas nama Tenaga Kerja menyelenggarakan
pengurusan santunan asuransi yang merupakan hak tenaga kerja dan
menggunakannya untuk kepentingan penyembuhan tenaga kerja.

2. Kewajiban tenaga kerja
c. Memberikan keterangan yang sebenarnya baik mengenai diri sendiri

maupun pekerjaan kepada klien.
d. Melaksanakan setiap peraturan yang berlaku di dalam lingkungan

tempat bekerja di klien.
e. Bertanggung jawab penuh atas tugas yang dibebankan oleh

Supervisor/klien kepada tenaga kerja.

218 Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Kerjasama yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (PT.X)
menyediakan posisi bervariasi untuk tenaga kerja dan dalam hal ini dapat berkembang berdasarkan
situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua (PT.Penyedia Jasa Y)
bersedia dan mampu untuk menempatkan tenaga kerjanya.
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f. Tenaga kerja dalam waktu tertentu atau seperti libur nasional apabila
dibutuhkan oleh managemenst klien bersedia untuk masuk dan
melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasanya.

g. Selama jangka waktu perjanjian ini, tenaga kerja wajib mencurahkan
segala upaya dan seluruh waktu kerja untuk kepentingans klien dan
tidak menerima pekerjaan lain atau mengikat dirinya dalam lain
pekerjaan diluar yang dapat bertentangan dengan tanggung jawabnya
terhadap klien.

h. Menjaga dan memelihara kebersihan serta kerapihan diri dan juga
tempat/lingkungan pekerjaannya.

i. Memelihara dan menjaga segala milik klien yang diserahkan langsung
atau yang dipercayakan kepada tenaga kerja untuk menunjang
kelangsungan kerjanya setiap hari baik secara langsung maupun tidak
langsung.

j. Hadir sesuai sesuai waktu yang ditentukan di klien
k. Menyimpan segala keterangan yang dapat dianggap sebagai rahasia

oleh klien, tenaga kerja tidak akan menyingkap kepada pihak ketiga,
informasi yang berhubungan dengan klien atau hal-hal dibawah
perjanjian ini pada setiap waktu sesudah berhenti bekerja pada klien.

l. Bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan pengamanan dan keamanan
yang berlaku di klien termasuk dalam pemerikasaan badan, lockers, tas,
maupun benda-benda pribadi lainnya pada saat memasuki dan keluar
dari lokasi kerja.219

Adapun dalam Perjanjian Alih Daya antara PT.X dengan PT. Y diatur hak dan

kewajiban tenaga kerja sebagai berikut:

Pasal 6
Hak dan Upah Tenaga kerja

1. PT.X (Pihak Pertama) dan PT.Penyedia Jasa Y (Pihak Kedua) sepakat untuk
mengatur hak dan upah tenaga kerja sesuai dengan kondisi pekerjaan atau pun
keperluan tenaga kerja.

2. Hak dan upah yang akan diatur seperti yang tercantum dalam ayat (1) adalah
berupa:
a. Hak atas upah
b. Hak atas perlindungan kesehatan
c. Hak atas perlindungan kecelakaan
d. Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR)
e. Hak atas Tunjangan kehadiran
f. Hak-hak lain sesuai dengan kesepakatan.

3. Aktualitas dari hak seperti tersebut dibuat dalam lampiran 1 (Laporan Biaya
Tenaga Kerja) yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Laporan Biaya Tenaga Kerja tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.220

219 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT.Penyedia Jasa Y dengan Pekerja Z, Ps. 5.

220 Perjanjian Kerjasama antara PT.X dengan PT.Y, Ps.6.
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Pelaksanaan pembayaran upah tersebut diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Alih Daya

sebagai berikut:

Pasal 7
Pembayaran Upah Tenaga Kerja, Management Fee, dan Pajak

1. Pihak Kedua akan memberikan upah bagi seluruh tenaga kerja satu bulan
sekali dengan seluruh perincian yang disusun secara jelas dan benar.

2. Total pembayaran upah bagi tenaga kerja lembur, tunjangan dan lain-lain
seperti yang disebutkan dalam ayat 1 yang selanjutnya disebut sebagai
Laporan Biaya Tenaga Kerja akan ditagihkan kepada Pihak Pertama.

3. Pembayaran lembur dan tunjangan lain-laian akan mengikuti ketentuan yang
berlaku di Pihak Pertama dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

4. Pembayaran upah tenaga Kerja akan dilakukan setiap akhir bulan.221

Terkait dengan pengupahan, maka berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat

diketahui bahwa pekerja alih daya, termasuk Z, berhak atas upah pokok dan

berbagai tunjangan meliputi tunjangan cuti, bonus prestasi, dan pesangon yang

akan dibayarkan setiap bulan. Mengenai sistem pembayarannya, diatur bahwa

PT.X akan membayar upah dan komponen-komponennya kepada PT.Y.

Selanjutnya PT.Y menyalurkan upah dan komponen-komponen tersebut kepada

pekerja.

Selain mengenai pengupahan, terdapat pula hakdan kewajiban lain dari

pekerja yakni waktu dan hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2

Perjanjian Alih Daya yang menyatakan:

Pasal 9
Waktu dan Hari Kerja

1. …
2. Semua Tenaga Kerja yang ditempatkan di Pihak Pertama (PT.X) wajib bekerja

dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pihak Pertama,
apabila ada kelebihan jam kerja akan diperhitungkan sebagai waktu lembur
dengan mengikuti norma dan ketentuan Pihak Pertama yang tidak
bertentangan dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia,
kecuali posisi tertentu yang sudah disetujui sebelumnya.

221 Ibid., Ps 7
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Selain itu diatur pula mengenai Jamsostek yang diatur dalam Pasal 10 Perjanjian

Alih Daya, yang menyatakan:

Pasal 10
Jamsostek

1. Pihak Kedua (PT.Penyedia Jasa Y) diwajibkan mendaftarkan seluruh tenaga
kerja sebagai peserta Jamsostek sesuai norma dan ketentuan pemerintah yang
berlaku.

2. Di dalam kondisi tertentu, apabila terjadi kecelakaan kerja, sakit, meninggal
pada jam kerja di tempat Pihak Pertama, maka Pihak Kedua harus segera
melakukan tindakan dibantu oleh Pihak Pertama.

3. Segala Pengeluaran biaya yang muncul dan pengurusan asuransi kecelakaan
(Jamsostek) adalah beban Pihak Kedua.

4. Pihak Pertama dibebaskan dari tuntutan klaim asuransi, biaya pengobatan
rumah sakit maupun perawatan akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh
tenaga kerja.

Secara umum, kewajiban Z dalam Perjanjian Alih Daya adalah untuk menaati

semua peraturan kerja dan tata tertib yang berlaku di PT.X.222

Pelaksanaan alih daya di PT.X pada awalnya berjalan dengan baik. Z

melakukan pekerjaan sebagai administrasi yang cakupan pekerjaan meliputi

menerima tagihan, verifikasi tagihan ke bagian lain, dan lain-lain dengan baik.

Selain perintah-perintah pelaksana kerja dari PT.Y selaku pemberi kerjanya, Z

juga mendapatkan perintah dari atasannya di PT.X terkait pekerjaannya di bidang

adminitrasi. Kinerja Z cukup baik sehingga yang bersangkutan tidak pernah

memperoleh teguran/komplain atas pelaksanaan kerjanya. Namun demikian,

ketika PT.X melakukan audit dan evaluasi pada tahun 2008 diketahui bahwa PT.Y

ternyata tidak memberikan hak-hak tenaga kerja yakni tunjangan cuti, bonus dan

pesangon yang merupakan hak-hak lain sesuai kesepakatan dalam pasal 6 ayat 2

huruf (f) kepada pekerja tanpa alasan yang jelas. PT.Y juga kerap melakukan

keterlambatan pembayaran upah tenaga kerja. Padahal, PT.Y melakukan

penagihan atas upah dan hak-hak tenaga kerja kepada PT. X setiap bulannya, dan

222 Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian Kerjasama antara PT. X dengan
PT.Penyedia Jasa Y yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja yang berlaku di perusahaan Pihak
Pertama dan dikecualikan dari peraturan-peraturan tersebut adalah pengupahan, fasilitas kesehatan,
penyelesaian keluh kesah, pemutusan hubungan kerja atau hal-hal lain mengikuti ketentuan yang
diatur oleh Pihak Kedua dengan mengikuti norma dan ketentuan umum yang berlaku.

Tinjauan hukum ..., Nur Adlina Utami, FHUI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



75

Universitas Indonesia

PT.X selalu membayar tepat waktu serta sesuai dengan jumlah yang ditagihkan

kepadanya secara penuh. Berdasarkan kasus pelaksanaan alih daya di atas, penulis

bermaksud melakukan tinjauan hukum dari beberapa aspek dalam hukum perdata,

maupun hukum perburuhan terkait perlindungan terhadap pekerja.

4.2 Tinjauan Hukum Alih Daya pada PT.X

Pembahasan atas kasus dilakukan melalui kerangka pola alih daya yang

terjadi. Dalam pola alih daya tersebut, terdapat beberapa aspek penting.

Aspek pertama adalah mengenai masalah pemborongan pekerjaan yang

dilakukan PT.X kepada PT.Y, yang merupakan awal timbulnya masalah terhadap

Z. PT.X adalah perusahaan bongkar muat yang bertugas antara lain membongkar

dan memuat barang dari dan ke kapal, kegiatan pergudangan dan penumpukan

barang. Secara umum tiga kegiatan utama yang termasuk dalam aktivitas

perusahaan bongkar muat adalah sebagai berikut:

a. Stevedoring

Stevedoring adalah kegiatan pembongkaran barang dari dan ke kapal

dengan menggunakan peralatan mekanis, non mekanis dan moda

transportasi pendukungnya

b. Cargodoring

Cargodoring adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dermaga dan

mengangkut dari dermaga kelapangan penumpukan barang di gudang /

lapangan penumpukan dan sebaliknya

c. Receiving Delivery

Receiving Delivery merupakan kegiatan penerimaan dan peyerahan barang

dari gudang / lapangan penumpukan barang didaerah lini 1 dan menyusun

ke atas kendaran truk dipintu gudang / lapangan penumpukan barang lini 1

atau sebaliknya untuk seterusnya disampaikan kepada Shipper.

Adapun pekerjaan yang dialihdayakan oleh PT.X kepada PT. Penyedia Jasa Y

meliputi pekerjaan supir, kurir, administrasi, kasie.billing, teknisi, koordinator,

mekanik, dan resepsionis.

Ketentuan pemborongan berdasarkan hukum perjanjian. Pemborongan

pekerjaan ini didasarkan dengan adanya perjanjian. Oleh karena itu, pemborongan
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pekerjaan antara PT.X dengan PT.Y harus memenuhi syarat sah perjanjian

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

a. Sepakat

PT. X dan PT. Y bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian

kerjasama tersebut.

b. Kecakapan

Mengingat para pihak dalam perjanjian berbentuk badan hukum, maka

untuk melakukan perbuatan hukum diwakilkan oleh pihak yang

berwenang untuk mewakili perusahaan tersebut. Dalam hal ini para

pihak telah diwakili oleh orang yang berwenang mewakilinya.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan sesuatu yang dalam perjanjian ditentukan

dan disepakati. Dalam perjanjian kerjasama ini disepakati penempatan

pekerja dari PT.Penyedia Jasa Y di PT.X. Terhadap layanan pengadaan

pekerja yang dilakukannya, PT.Penyedia Jasa Y berhak atas

management fee yaitu berupa imbalan jasa.

d. Sebab yang halal

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT.X dengan PT. Y tidak

dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan,

dan ketertiban umum.

Dengan demikian, syarat sah perjanjian telah dipenuhi dalam Perjanjian Alih

Daya tersebut. Pemborongan pekerjaan di dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal

1601 huruf b KUH Perdata223 namun dalam ketentuan mengenai pemborongan

tersebut,tidak dibatasi pekerjaan-pekerjaan mana saja yang dapat

diborongkan/dialihdayakan.

Selain ketentuan, pemborongan berdasarkan hukum perjanjian, terdapat ketentuan

dari aspek pemborongan pekerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di

bidang ketenagakerjaan yakni:

223 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.1601 huruf b
menyatakan Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si
pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain,
pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.
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Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:

a. bagian pekerjaan yang tersebut dilakukan terpisah dari kegiatan utama;

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi

pekerjaan;

c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.224

Berdasarkan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa pekerjaan yang dapat

diborongkan adalah pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang dan tidak

menggangu kegiatan utama dari PT.X. Khususnya posisi Z, pekerjaan yang

dilakukannya adalah administrasi, dimana cakupannya meliputi penerimaan

tagihan, verifikasi tagihan tersebut ke bidang lain atau bidang yang dituju.

Pekerjaan yang dilakukan oleh Z merupakan kegiatan penunjang, yang tidak

menghambat proses produksi PT.X secara langsung apabila tidak dilaksanakan.

Selain itu terdapat ketentuan lain yang bersifat lebih umum daripada aspek

pemborongan pekerjaan ini, yaitu bahwa perjanjian pemborongan harus dibuat

secara tertulis225, selain itu, perusahaan penerima pekerjaan harus berbadan

hukum226. Dalam hal ini Perjanjian Alih Daya dibuat secara tertulis dan PT.Y

merupakan perusahaan yang berbentuk Perseoran Terbatas (PT). Dengan

demikian, kedua ketentuan tersebut telah terpenuhi.

Aspek kedua adalah mengenai pemekerjaan, dimana atas pemborongan

pekerjaan dengan jenis administrasi tersebut Z telah dipekerjakan melalui skema

PKWT. Di dalam pola alih daya, berdasarkan ketentuan Pasal 65227 dan Pasal 66

224 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ps. 65 ayat 2. Dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, Ps.6

225 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ps. 65 ayat 1. Dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, Ps. 2 ayat 2

226 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ps. 65 ayat 3. Dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, Ps.3 ayat 1.

227 Pasal 65 ayat 6 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Hubungan kerja dalam
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara
tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya. Selanjutnya dalam Pasal

Tinjauan hukum ..., Nur Adlina Utami, FHUI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



78

Universitas Indonesia

UU Ketenagakerjaan228, pekerja alih daya boleh dipekerjakan dengan skema

PKWT, walaupun hak-hak pekerja PKWT tidak sebaik hak-hak pekerja yang

dipekerjakan dengan skema tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

(PKWTT). Guna mengkompensasi ketentuan tersebut, terdapat ketentuan lain

bahwa pekerjaan alih daya hanya dapat dipekerjakan dengan skema PKWT

sepanjang jenis pekerjaannya memenuhi persyaratan sebagaimana tertera pada

Pasal 59 UU Ketenagakerjaan.229

Pasal 59
1.Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan

tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu, yaitu:

a.pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b.pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu

lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c.pekerjaan yang bersifat musiman; ataupekerjaan yang berhubungan dengan

produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam
percobaan atau penjajakan.

2.Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan
yang sifatnya tetap.

3.Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
4.Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atau jangka waktu tertentu

dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang
1 (tahun) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.230

Dalam penjelasan Pasal 59 ayat 2 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan pekerjaan yang sifatnya tetap adalah sebagai berikut:

Pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak
terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses
produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan
yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu

65 ayat 7 UU Ketenagakerjaan menyatakan Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu
apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

228 Pasal 66 ayat 2 huruf b UU Ketenagakerjaan menyatakan perjanjian kerja yang berlaku
dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu
tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian
kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

229 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ps. 65 ayat 7.

230 Ibid.,Ps.59.
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kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus,
tidak terputus-putus, tidak diabatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu
proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena
adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan
musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek
perjanjian kerja waktu tertentu.231

Berdasarkan uraian Pasal 59 dan penjelasannya, PKWT tidak dapat dipergunakan

untuk pekerjaan yang bersifat terus menerus dan merupakan bagian dari suatu

proses produksi. Z bekerja pada PT.X sebagai administrasi yang cakupan kerjanya

sehari-hari menerima tagihan, melakukan verifikasi tagihan. Walaupun pekerjaan

yang dilakukan oleh Z bukan pekerjaan yang berhubungan lagsung dengan

kegiatan utama PT.X sebagai perusahaan bongkar muat akan tetapi pekerjaan

tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat terus-menerus. Dengan demikian, Z

tidak dapat diikat dengan PKWT.

Untuk jangka waktu, PKWT Z tidak sesuai. Pada kenyataannya Z bekerja

di PT.Y seelama 5 (lima) tahun sejak tahun 2005 berdasarkan PKWT yang hanya

diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali. PKWT Z dibuat untuk jangka waktu 2 (dua)

tahun yakni 10 Oktober 2005 sampai dengan 9 Oktober 2007. Kemudian PKWT

tersebut diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun yakni 10 Oktober 2007 sampai

dengan 9 Oktober 2008. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 Z tetap menjadi

pekerja PKWT di PT.Y dan ditempatkan di PT.X, akan tetapi tidak ada PKWT

secara tertulis atau pun pembaharuan PKWT yang mengikatnya. Apabila

PT.Penyedia Jasa Y bermaksud melakukan pembaharuan PKWT dapat dilakukan

setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya

perjanjian kerja.232 Dalam masa tenggang 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak ada

hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha.233 Namun demikian, pada

kenyataannya setelah perpanjangan PKWT berakhir, Z tetap bekerja di PT. Y dan

231 Ibid., Penjelasan Pasal 59 ayat 2.
232 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi TentangKetentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Kepmen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No.KEP. 100/MEN/VI/2004, Ps.3 ayat 6. Pasal 3 ayat 6 menyatakan
Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

233 Ibid.,Pasal 3 ayat 7. Pasal 3 ayat 7 menyatakan: Selama tenggang waktu 30 (tiga
puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh
dan pengusaha.
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ditempatkan di PT.X. Hal ini menunjukan bahwa tidak adanya masa tenggang 30

(tiga puluh) hari tanpa hubungan kerja antara Z dengan PT. Y. Di lain pihak salah

satu syarat PKWT harus dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 57

ayat 1 UU Ketenagakerjaan.234 Konsekuensi atas tidak dipenuhinya syarat PKWT

dalam bentuk tertulis, berdasarkan dalam Pasal 57 ayat 2 UU Ketenagkerjaan235

maka Z bukan pekerja yang terikat dalam PKWT melainkan Perjanjian Kerja

Waktu Tidak Tentu.236

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT.X dengan PT. Y, serta perjanjian

kerja antara PT. Y dengan Z, terdapat hubungan hukum alih daya diantara

ketiganya.

Hubungan hukum antara Penyedia Jasa dengan Pekerja didasarkan atas perjanjian

kerja antara keduanya. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat 2 huruf a UU

Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi harus memenuhi syarat adanya hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.237

Dapat disimpulkan diantara keduanya terdapat hubungan hukum yang dihasilkan

dari perjanjian kerja yakni hubungan kerja diantara keduanya. Perjanjian kerja

dalam UU Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut “Perjanjian kerja adaalah

perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang

memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”238Adapun untuk

hubungan kerja diatur dalam Pasal 1 angka 15 bahwa:

234 Pasal 57 ayat 1 UU Ketenagakerjaan: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat
secara tertulis harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

235 Pasal 57 ayat 2 UU Ketenagakerjaan: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang
dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

237 Ibid., Ps 66 ayat 2 huruf a.

238 Ibid., Ps.1 angka 14
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Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan
perintah.239

Adapun unsur-unsur dari perjanjian kerja terdiri dari pekerjaan, perintah, upah,

dan waktu. Dengan demikian, hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja

baiknya harus memenuhi keempat unsur tersebut.

Dalam alih daya, pekerja ditempatkan di perusahaan yang memborongkan

pekerjaan. Jika dikaitkan dengan kasus, maka Z oleh PT.Y diberi pekerjaan dan

ditempatkan di PT.X dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut diatur

dalam PKWT. Dengan demikian unsur pekerjaan dan waktu telah terpenuhi. Z

melakukan pekerjaan di PT.X dan selama menjalankan pekerjaannya, Z mendapat

perintah dari PT.X baik langsung maupun tidak langsung. Jika merujuk pada

pengertian hubungan kerja pada Pasal 1 angka 15 dan unsur perjanjian kerja,

antara PT.X dan Z sudah memenuhi salah satu unsur dari hubungan kerja dan

perjanjian kerja yakni adanya perintah. Sedangkan dalam hubungan kerja antara

perusahaan penyedia jasa yakni PT.Y dengan Z tidak terdapat unsur perintah

karena kewenangan memberi perintah atas suatu pekerjaan terdapat pada

perusahaan pemberi pekerjaan yakni PT.X.240 Dengan demikian terdapat

kerancuan dalam praktek atau pelaksanaan unsur perintah juga terdapat pada PT.X

sebagai perusahaan yang memborongkan pekerjaan.

Sehubungan dengan unsur upah, prakteknya PT. Y hanyalah sebagai

perantara yang menyalurkan upah kepada tenaga kerja karena upah yang

sebenarnya diberikan kepada Z diperoleh dari PT.X sesuai dengan Pasal 7 ayat 2

Perjanjian Alih Daya antara PT. X dengan PT. Y yang menyatakan:

Total pembayaran upah bagi tenaga kerja lembur, tunjangan dan lain-lain seperti
yang disebutkan dalam ayat 1 yang selanjutnya disebut sebagai Laporan Biaya
Tenaga Kerja akan ditagihkan kepada Pihak Pertama (PT.X).241

239 Ibid., Ps. 1 angka 15

240 Fathimah Ria Apriani, “Status Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi para Pekerja
Outsourcing Tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2003,” (Tesis Magister
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hal.103.

241 Perjanjian Kerjasama antara PT.X dengan PT.Penyedia Jasa Y, Ps. 7 ayat 2.
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Dengan demikian unsur perjanjian kerja dan hubungan kerja yakni

pekerjaan, waktu, upah dan perintah tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh PT. Y

terutama pada unsur perintah dan upah. Padahal pada prinsipnya, semua unsur

dari perjanjian kerja dan hubungan kerja seharusnya dipenuhi oleh PT.Y. Hal ini

menunjukan bahwa hubungan kerja dalam Pasal 66 ayat 2 huruf a242 tidak

konsisten dengan pengertian hubungan kerja pada pasal 1 angka 15243 UU

Ketenagakerjaan.244 Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan dan pengaturan

yang lebih baik sehingga tidak terjadi adanya aturan yang saling kontradiktif.

Hubungan hukum yang terdapat antara perusahaan pemberi pekerjaan

yakni PT.X dengan perusahaan penyedia jasa yakni PT. Y didasarkan kesepakatan

diantara mereka dalam perjanjian kerjasama yang dibuat antara keduanya. Dalam

perjanjian tersebut, PT.X sepakat untuk menggunakan jasa PT. Y untuk dapat

memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan PT.Y sepakat untuk bersedia merekrut

tenaga kerja untuk ditempatkan di PT.X. Perjanjian antara keduanya

menimbulkan perikatan yang mengikat keduanya. Kesepakatan yang berwujud

perjanjian antara keduanya sesuai asas Pacta Sund Servanda maka perjanjian

merupakan undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, para pihak wajib

mematuhi dan melaksanakan sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, kesusilaan, serta ketertiban

umum. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi antara PT.X dengan

PT.Y adalah hubungan hukum berdasarkan perjanjian kerjasama.

Hubungan hukum yang terdapat antara perusahaan pemberi pekerjaan

yakni PT.X dengan Z tidak diatur secara khusus dalam UU Ketenagakerjaan.

Hubungan antara PT.X sebagai perusahaan pemberi pekerjaan dengan Z

didasarkan atas Perjanjian Alih Daya antara PT.X dan PT.Y serta PKWT antara

PT.Y dengan Z. Dalam Perjanjian Alih Daya disebutkan bahwa PT. Y bersedia

242 Pasal 66 ayat 2 huruf a UU Ketenagakerjaan menyatakan: Penyedia jasa pekerja/buruh
untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat
adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

243 Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menyatakan: Hubungan kerja adalah hubungan
antara penguasaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah dan perintah.

244 Evasari Dwiyanti, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Outsourcing,”
(Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,2008), hal.36
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untuk menempatkan tenaga kerja di PT.X. Z menandatangani PKWT dengan PT.

Y dimana dalam perjanjian kerja tersebut dalam Pasal 2 ayat 2 dinyatakan dengan

tegas sebagai berikut:

PT.Penyedia Jasa Y akan menempatkan tenaga kerja Z di perusahaan klien
(PT.X) selama jangka waktu yang diatur di dalam Pasal 3 ayat 1 dalam perjanjian
kerja ini.245

Secara hukum antara Z dengan PT.X tidak ada hubungan kerja, namun demikian

Z harus tunduk pada peraturan perusahaan di PT.X selain peraturan perusahaan

dalam PT.Y. Hal tersebut dikarenakan Z secara aktual bekerja di PT.X dan

terimbas aturan atau prosedur-prosedur yang ada di PT.X Disamping itu, dalam

PKWT antara PT. Y dengan Z dalam Pasal 2 ayat 4 juga menyatakan sebagai

berikut:

Selama Tenaga Kerja bekerja di klien (PT.X) harus memenuhi segala aturan dan
peraturan yang berlaku selama tidak menyimpang dari undang-undang yang
berlaku di Indonesia.246

Dalam Perjanjian Kerjasama antar PT.X dengan PT.Penyedia Jasa Y dalam Pasal

5 ayat 1 juga menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5
Peraturan dan Tindakan terhadap pelanggaran Aturan

1. Setiap Tenaga kerja yang ditempatkan oleh Pihak Kedua (PT.Penyedia Jasa
Y) diwajibkan untuk mentaati semua peraturan kerja dan tata tertib yang
berlaku di perusahaan Pihak Pertama (PT.X) dan dikecualikan dari peraturan-
peraturan tersebut adalah:
a. Pengupahan
b. Fasilitas kesehatan
c. Penyelesaian keluh kesah
d. Pemutusan hubungan kerja, atau hal-hal lain mengikuti ketentuan yang

diatur oleh PT. Penyedia Jasa Y dengan mengikuti norma dan ketentuan
yang berlaku.247

245 Perjanjian Kerja antara Tenaga Kerja Z dengan PT.Penyedia Jasa Y, Ps. 2 ayat 2.

246 Ibid.,Ps 2 ayat 4
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Dengan demikian, antara Z dengan PT.X hubungan hukum yang terjadi

dipengaruhi oleh Perjanjian Alih Daya yang dilakukan oleh PT.X dengan PT.Y.

Disamping merupakan konsekuensi lanjutan dengan PT.Y dari bersedianya Z

untuk ditempatkan di pengguna jasa/klien PT.Y yakni PT.X. Antara PT.X dan Z

tidak terjalin hubungan kerja secara langsung, namun demikian Z tetap harus

tunduk pada peraturan perusahaan PT.X kecuali aturan mengenai pengupahan,

fasilitas kesehatan, penyelesaian keluh kesah, pemutusan hubungan kerja, atau

hal-hal lain yang mengikuti ketentuan PT. Y sebagaimana tercantum dalam Pasal

5 ayat 1 Perjanjian Kerjasama antara PT.X dengan PT.Penyedia Jasa Y.

4.2.1 Pelaksanaan Kewajiban dan Hak

Dalam melaksanakan alih daya terdapat aturan mengenai perlindungan

kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain

sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat

kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.248

Dalam perjanjian kerjasama antar PT.X dengan PT. Y diatur bahwa:

Pasal 1
Penunjukan dan Lingkup Pekerjaan

1. …
2. …
3. Tenaga kerja akan menjadi tenaga kerja PT.Penyedia Jasa Y secara

terus-menerus berdasarkan kontrak kerja. PT.Penyedia Jasa Y akan
bertanggung jawab untuk pengawasan dan kepemimpinan tenaga
kerja dan secara ekslusif wajib mengikuti semua peraturan dan
hukum Indonesia (termasuk Peraturan Ketenagakerjaan) yang
diberlakukan kepada tenaga kerja tersebut.249

Dalam penjelasan Pasal 66 ayat 2 huruf c menyatakan:

247 Perjanjian Kerjasama antara PT.X dengan PT.penyedia Jasa Y, Ps. 5 ayat 1
248 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ps. 65 ayat 4, dan dalam Keputusan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, Ps.5

249 Perjanjian Kerjasama antara PT.X dengan PT.Y, Ps 1 ayat 3
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Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun
penyelesaian perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan
pekerja/buruh harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.250

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Perjanjian Kerjasama, dapat diketahui

bahwa PT.Y terhadap para tenaga kerjanya mengikuti peraturan

perundang-undangan yang belaku. Hal tersebut sesuai dengan

pengaturan dalam Penjelas Pasal 66 ayat 2 huruf c paragraf pertama.

Pada paragraf kedua Penjelasan Pasal 66 ayat 2 huf c menyatakan

sebagai berikut:

Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh memperoleh hak (yang sama) sesuai dengan perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama atas
perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta
perselisihan yang timbul dengan pekerja/ buruh lainnya di perusahaan
pengguna jasa pekerja/buruh.251

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan tersebut dapat

disimpulkan bahwa pekerja harus mempunyai perlindungan untuk

mendapatkan hak-hak yang sama sesuai dengan hak mereka yang

tercantum baik dalam perjanjian kerjasama maupun perjanjian kerja.

Adapun hak dan kewajiban pekerja Z dalam PKWT terdapat dalam

Pasal 5. Di dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan mengenai hak-hak dari

Z.252 sedangkan kententuan mengenai kewajiban Z diatur dalam Pasal

5 ayat 2.253

250 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Penjelasan Pasal 66 ayat 2 huruf c
paragraf pertama.

251 Ibid, Penjelasan Pasal 66 ayat 2 huruf c paragraph kedua.

252 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT.Penyedia Jasa Y dengan Pekerja Z, Ps.5.
Adapun Pasal 5 ayat 1 menyatakan:
Hak umum tenaga kerja
Tenaga kerja berhak atas:
a. Memperoleh upah sebagai imbalan kerja
b. Upah lembur untuk pelaksanaan di luar jam kerja
c. Memperoleh libur mingguan atau libur hari raya resmi
d. Memperoleh tunjangan kesehatan
e. Tunjangan hari raya keagamaan
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Dalam perjanjian kerjasama juga terdapat pengaturan mengenai

perlindungan kerja dalam hal hak-hak tenaga kerja yang terdapat

dalam Pasal 6. Namun selain dalam pasal 6 tersebut, terdapat hak-hak

tenaga kerja yang lain yang tersebar dalam berbagai Pasal dalam

perjanjian ini. Hak-hak lain tersebut adalah hak atas upah lembur

sebagai berikut:

Pasal 9
Waktu dan Hari Kerja

1. Jadwal kerja diseusaikan dengan aturan yang berlaku di
perusahaan Pihak Pertama (PT.X) dan diatur menurut
kebutuhan oleh Pihak Pertama selama tidak bertentangan
dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

2. Semua tenaga kerja yang ditempatkan di Pihak pertama wajib
bekerja dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan
ditetapkan oleh Pihak Pertama, apabila ada kelebihan jam kerja
akan diperhitungkan sebagai waktu lembur dengan mengikuti

f. Memperoleh perlindungan asuransi/Jamsostek
g. Dalam hal Tenaga Kerja mensgalami kecelakaan kerja, maka PT.Penyedia Jasa Y atas nama

Tenaga Kerja menyelenggarakan pengurusan santunan asuransi yang merupakan hak tenaga
kerja dan menggunakannya untuk kepentingan penyembuhan tenaga kerja.

253 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT.Penyedia Jasa Y dengan Pekerja Z, Ps.5.
Adapun Pasal 5 ayat 2 menyatakan:
Kewajiban tenaga kerja
a. Memberikan keterangan yang sebenarnya baik mengenai diri sendiri maupun pekerjaan

kepada klien.
b. Melaksanakan setiap peraturan yang berlaku di dalam lingkungan tempat bekerja di klien.
c. Bertanggung jawab penuh atas tugas yang dibebankan oleh Supervisor/klien kepada tenaga

kerja.
d. Tenaga kerja dalam waktu tertentu atau seperti libur nasional apabila dibutuhkan oleh

managemenst klien bersedia untuk masuk dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasanya.
e. Selama jangka waktu perjanjian ini, tenaga kerja wajib mencurahkan segala upaya dan seluruh

waktu kerja untuk kepentingans klien dan tidak menerima pekerjaan lain atau mengikat
dirinya dalam lain pekerjaan diluar yang dapat bertentangan dengan tanggung jawabnya
terhadap klien.

f. Menjaga dan memelihara kebersihan serta kerapihan diri dan juga tempat/lingkungan
pekerjaannya.

g. Memelihara dan menjaga segala milik klien yang diserahkan langsung atau yang dipercayakan
kepada tenaga kerja untuk menunjang kelangsungan kerjanya setiap hari baik secara langsung
maupun tidak langsung.

h. Hadir sesuai sesuai waktu yang ditentukan di klien
i. Menyimpan segala keterangan yang dapat dianggap sebagai rahasia oleh klien, tenaga kerja

tidak akan sudah menyingkap kepada pihak ketiga, informasi yang berhubungan dengan klien
atau hal-hal dibawah perjanjian ini pada setiap waktu sesudah berhenti bekerja pada klien.

j. Bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan pengamanan dan keamanan yang berlaku di klien
termasuk dalam pemerikasaan badan, lockers, tas, maupun benda-benda pribadi lainnya yang
saat memasuki dan keluar dari lokasi kerja
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norma dan ketentuan Pihak Pertama yang tidak bertentangan
dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia,
kecuali posisi tertentu yang sudah disetujui sebelumnya.254

Hak untuk memperoleh perlindungan dari Jamsostek yang diatur

dalam Pasal 10. Dengan demikian hak-hak yang didapat oleh pekerja Z

yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara PT.X dengan PT.

Penyedia Jasa Y sama dengan hak-hak yang diatur dalam PKWT.

Adapun kewajiban Z yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama yakni

pekerja wajib untuk menaati semua peraturan kerja dan tata tertib yang

berlaku di perusahaan Pihak Pertama (PT.X).255

Peraturan kerja yang terdapat pada PT.X antara lain mengenai:

1. Jam Kerja

Pekerja Z tunduk pada ketentuan jam kerja di PT.X. Jam kerja

yang berlaku adalah 5 (lima) hari kerja Senin-Juma’at pukul 8.00

s.d 17.00 WIB atau dalam seminggu total jam kerja 40 jam.

Dimana di sela jam kerja tersebut diberikan waktu istirahat.

Ketentuan waktu kerja yang dilaksanakan di PT. X sudah sesuai

dengan peraturan mengenai waktu kerja yang diatur dalam Pasal 77

ayat 2 UU Ketenagakerjaan 256yang mengatur bahwa total jam

kerja adalah 40 jam.

2. Kelebihan jam kerja

Kelebihan jam kerja terjadi bila pekerja Z melaksanakan pekerjaan

diluar jam kerjanya. Atas kelebihan jam kerja tersebut, pekerja Z

254 Perjanjian Kerjasama antara PT.X dengan PT.Y, Ps.9

255 Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian Kerjasama antara PT. X dengan
PT.Penyedia Jasa Y yang menyatakan: setiap tenaga kerja yang berlaku di perusahaan Pihak
Pertama dan dikecualikan dari peraturan-peraturan tersebut adalah pengupahan, fasilitas kesehatan,
penyelesaian keluh kesah, pemutusan hubungan kerja atau hal-hal lain mengikuti ketentuan yang
diatur oleh Pihak Kedua dengan mengikuti norma dan ketentuan umum yang berlaku.

256 Pasal 77 ayat 2 UU Ketenagakerjaan menyatakan: Waktu kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 meliputi:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 hari kerja dalam

1(satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) minggu untuk 5 (lima)hari kerja

dalam 1 (satu) mingggu.
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diberikan upah lembur. Upah lembur yang diberikan dihitung

mengikuti norma dan ketentuan PT.X.257 Pembayaran terhadap

upah lembur dibayarkan bersamaan dengan pembayaran upah

tenaga kerja. Dengan adanya pembayaran upah lembur hal ini

sesuai dengan pengaturan waktu kerja pada Pasal 78 ayat 2 UU

Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Pengusaha yang

mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib

membayar upah kerja lembur.”258

3. Waktu istirahat

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pekerja Z diberikan waktu

istirahat259 sebagai berikut:

a. Istirahat antara jam kerja diberikan 1 (satu) jam pada hari Senin

sampai Kamis yakni dari pukul 12.00 sampai dengan 13.00

WIB. Sedangkan pada hari Jumat waktu istirahat diberikan

pada pukul 11.30 sampai dengan 13.30 WIB.

b. Istirahat mingguan diberikan sebanyak 2 (dua) hari yaitu hari

Sabtu dan Minggu, kecuali lembur kerja.

c. Cuti Tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja, dan

diberikan tunjangan cuti.

d. Istirahat panjang tidak diberikan kepada tenaga kerja Z. Hal ini

karena tenaga kerja Z terikat perjanjian kerja dengan masa kerja

hanya 1 (satu) tahun.

257 Perjanjian Kerjasama antara PT.X dengan PT.Penyedia Jasa Y, Ps. 9 ayat 2

258 Indonesia, UU Ketenagakerjaan, Ps 78 ayat 2

259 Waktu istirahat dan cuti diatur dalam Pasal 79 UU Ketenagakerjaan. Pada Pasal 79
ayat 2 UU Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut: Waktu istirahat dan cuti meliputi:

a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah istirahat antara jam kerja,
sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus
dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2
(dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang
bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan

d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh
dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja
selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan
ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua)
tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
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Istirahat Panjang seharusnya bisa diberikan kepada tenaga kerja Z,

hal ini disebabkan karena dalam praktek tenaga kerja Z tetap

bekerja di PT.Penyedia Jasa Y dan ditempatkan di PT.X selama 5

tahun berturut-turut.

Dalam hal pengupahan berdasarkan PKWT II dengan jangka waktu dari 10

Oktober 2007 sampai dengan 9 Oktober 2008 Upah yang dibayarkan kepada

pekerja Z adalah sebesar gaji pokok Rp.1.087.700, - (satu juta delapan puluh

tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), Allowance Rp. 41.300,- /hari ( empat puluh

satu ribu tiga ratus Rupiah), Jamsostek 2% dari Gaji Pokok. Sedangkan

untuk masa kerja tahun 2008 sampai 2010, tidak ada PKWT yang

mendasarinya. Namun demikian pada kenyataannya, pekerja Z tetap

menjadi pekerja di PT. Penyedia Jasa Y dan ditempatkan di PT.X .Untuk

upah berdasarkan tagihan dari PT.Penyedia Jasa Y tahun 2010,tenaga kerja Z

mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.1.316.117,- (satu juta tiga ratus enam

belas ribu seratus tujuh belas Rupiah), tunjangan – tunjangan lainnya

sehingga total upahnya (take home pay) dari tenaga kerja Z adalah

Rp.2.674.921,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilans ratus

dua puluh satu Rupiah) Dengan demikian masih diatas rata-rata Upah

Minimum Kota Jakarta (UMK) DKI Jakarta sebesar Rp.1.118.009,- (satu juta

seratus delapan belas ribu sembilan Rupiah) per bulan berdasarkan Peraturan

Gubenur DKI Jakarta No.167 Tahun 2009.

4.3 Perlindungan Hukum Dalam Hal Pemenuhan Hak Pekerja

Kasus yang terjadi pada alih daya di PT.X yakni PT. Y tidak diberikan

upah secara utuh yaitu tunjangan cuti, bonus prestasi, dan pesangon yang

kepada Z. Dalam pelaksanaan pekerjaannya Z melakukan dengan baik,

yang bersangkutan tidak pernah mendapat teguran atau bahkan peringatan

selama melakukan pekerjaan di PT.X. hak-hak pekerja tersebut

dicantumkan dalam Perjanjian Alih Daya antara PT.X dengan PT.Y.

Dalam Perjanjian Alih Daya tersebut juga dinyatakan bahwa
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Pihak Kedua (PT.Y) akan memberikan upah bagi seluruh tenaga kerja satu
bulan sekali, dengan seluruh rincian yang disusun secara jelas dan
benar.260

Berdasarkan Pasal tersebut, seharusnya PT.Penyedia Jasa Y membayar

upah kepada tenaga kerja sesuai dengan yang ditagihkan kepada PT.X

yaitu termasuk tunjangan cuti, bonus prestasi, dan pesangon namun hal itu

tidak dilakukan. Terhadap kasus tersebut, untuk perlindungan hukum

pekerja penulis meninjau dari segi Hukum Perjanjian dan Hukum

Perburuhan.

4.3.1 Ditinjau dari Hukum Perjanjian

Tunjangan cuti, bonus prestasi dan pesangon memang tidak

dicantumkan dalam PKWT antara Z dengan PT.Y. Akan tetapi, Z

mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan cuti, bonus prestasi,

serta pesangon tersebut. Hal ini karena Z telah bekerja dengan baik di

PT.X, selain itu tunjangan tersebut telah diperjanjikan pada awal

rekrutmen akan diterima oleh Z. Sesuai dengan asas konseualisme

dalam hukum perjanjian yang menyatakan perjanjian sudah mengikat

para pihak yang membuatnya sejak tercapainya kesepakatan.

Tindakan PT.Y yang tidak memberikan tunjangan cuti, bonus prestasi

dan pesangon tersebut termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum

(PMH). Adapun unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. Perbuatan.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan melawan

hukum adalah perbuatan yang melanggar dengan:

a. Hak subyektif orang lain

b. Kewajiban hukum pelaku

c. Kaedah kesusilaan

d. PATIHA

260 Perjanjian Kerjasama antara PT.X dengan PT.Penyedia Jasa Y. Ps. 7 ayat 1
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3. Kesalahan.

4. Adanya kerugian

5. Hubungan sebab akibat

Perbuatan PT.Y yang tidak memberikan tunjangan cuti, bonus prestasi

dan pesangon tersebut telah melanggar kepatutan dalam masyarakat. Z

telah bekerja dengan baik di PT.X maka sepatutnya Z menerima

upahnya secara utuh. Dalam Perjanjian Alih Daya antara PT.X dengan

PT.Y diatur bahwa

Pihak Kedua (PT.Y) akan memberikan upah bagi seluruh tenaga
kerja satu bulan sekali, dengan seluruh rincian yang disusun secara
jelas dan benar.261

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa PT.Y

menyanggupi untuk memberikan upah bagi pekerja sesuai dengan

rincian. Oleh karena itu, seharusnya PT.Y melakukan apa yang telah

disanggupinya. Selain itu, PT.Y sudah mendapatkan Management Fee

atas pengelolaan administrasi tenaga kerja dari PT.X.262 maka tidak

patut PT.Y tidak memberikan tunjangan cuti, bonus prestasi dan

pesangon kepada Z. Terlebih lagi, Z melakukan pekerjaannya dengan

baik dan tidak pernah mendapatkan teguran/komplain dari PT.X.

Selain itu, tidak ada peraturan perusahaan baik di PT.X maupun PT.Y

yang dilanggar oleh Z. Dengan demikian PT.Y tidak mempunyai

kepentingan untuk menahan tunjangan cuti, bonus prestasi dan

pesangon Z. Atas tindakan PT.Y yang tidak memberikan tunjangan

cuti, bonus prestasi, dan pesangon kepada Z, Z mengalami penurunan

upah per-bulan sebesar Rp. 274.190, - (dua ratus ribu tujuh ratus empat

seratus Sembilan puluh Rupiah). Dari uraian diatas, dapat dilihat

bahwa perbuatan PT.Y telah memenuhi semua unsur dari PMH.

261 Perjanjian Kerjasama antara PT.X dengan PT.Penyedia Jasa Y. Ps. 7 ayat 1

262 Berdasarkan hasil wawancara dengan Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI),
pada Rabu, 25 Mei 2011.
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Dengan demikian, ditinjau dari hukum perjanjian maka tindakan PT.Y

merupakan PMH.

4.3.2 Ditinjau dari Hukum Perburuhan

Di sisi lain, perlindungan terhadap pemenuhan hak pekerja menurut

Hukum Perburuhan adalah melakukan jalur penyelesaian hubungan

industrial. Perselisihan yang terjadi di dalam kasus ini merupakan

perselisihan hak karena tidak dipenuhinya hak pekerja yakni tunjangan

cuti, bonus prestasi dan pesangon. Tindakan PT.Y yang tidak

memberikan tunjangan cuti, bonus prestasi, dan pesangon,

mengakibatkan Z mengalami penurunan upah sejumlah Rp. 274.190, -

(dua ratus ribu tujuh ratus empat seratus Sembilan puluh Rupiah).

Adapun mekanisme penyelesaian perselisihan hak tersebut diatur di

dalam UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Cara

penyelesaian pertama kali ditempuh adalah dengan cara perundingan

bipatrit. Perundingan bipatrit ini harus dihadiri oleh ketiga pihak yakni

PT.X, PT.Penyedia Jasa Y dan tenaga kerja agar duduk masalah dapat

jelas dan diharapkan penyelesaian dapat tercapai dengan waktu cepat.

Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya

perundingan.263 Jika lewat dari 30 (tiga puluh) hari tersebut, maka

perundingan dianggap gagal.264

Tahap selanjutnya karena perundingan bipartit gagal, maka dilakukan

mediasi hubungan Industrial. Sebelum mediasi dilakukan salah satu

atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan

melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui

perundingan bipartit telah dilakukan.265 Mediasi Hubungan Industrial

dengan mediatornya adalah pegawai dari Departemen Tenaga Kerja

263 Indonesia, UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ps3 ayat 2.

264 Ibid., Ps. 3 ayat 3.

265 Ibid., Ps. 4 ayat 1
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dan Transmigrasi. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian

perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat

Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan

disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak

mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti

pendaftaran.266 Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka

salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

HubunganIndustrial.267

Tahap selanjutnya bila mediasi gagal, maka tenaga kerja mempunyai

hak untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Perselisihan dalam kasus termasuk dalam perselisihan hak maka

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa

dan memutus adalah pengadiland tingkat pertama sesuai dengan Pasal

56 huruf a UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian perselisihan

hubungan industrial dengan cara litigasi adalah cara terakhir ditempuh.

266 Ibid., Ps. 13 ayat 1

267 Ibid., Ps.5
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Pola hubungan yang terjadi antara PT.X, PT.Y dan Pekerja Z adalah alih daya

yang terdiri dari 2 (dua) perjanjian yaitu perjanjian perjanjian alih daya antara

dengan PT.X dengan PT.Y, serta perjanjian kerja antara PT.Y dengan Pekerja

Z. Secara hukum perdata, alih daya tersebut merupakan pemborongan

pekerjaan. Adapun perjanjian-perjanjian yang terjadi harus memenuhi

ketentuan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam ketentuan mengenai pemborongan di dalam KUH Perdata tidak

dibatasi pekerjaan-pekerjaan mana saja yang dapat

diborongkan/dialihdayakan.

Berdasarkan hukum perburuhan harus memenuhi syarat-syarat. Pertama,

pekerjaan yang dapat diborongkan adalah pekerjaan yang merupakan kegiatan

penunjang dan tidak menggangu kegiatan utama. Kedua, perjanjian

pemborongan harus dibuat secara tertulis, dan perusahaan penerima pekerjaan

harus berbadan hukum. Ketiga, hubungan kerja dalam alih daya dapat

didasarkan atas PKWTT ataupun PKWT apabila memenuhi persyaratan dalam

Pasal 59 UU Ketenagakerjaan.

Dalam kasus, terdapat pelanggaran pada syarat ketiga. Berdasarkan uraian

Pasal 59 dan penjelasannya, PKWT tidak dapat dipergunakan untuk pekerjaan

yang bersifat terus menerus dan merupakan bagian dari suatu proses produksi.

Z bekerja pada PT.X sebagai administrasi yang merupakan pekerjaan yang

bersifat terus-menerus. Dengan demikian, Z tidak dapat diikat dengan PKWT.

Untuk jangka waktu, PKWT Z tidak sesuai. Z telah bekerja selama 5 (lima)
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dan PKWT yang hanya diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dan tidak adanya

pembaharuan PKWT. Sejak tahun 2008 sampai 2010 tidak ada PKWT secara

tetulis, maka seharusnya Z bukan pekerja yang terikat dalam PKWT

melainkan PKWTT.

2. Perlindungan pekerja terkait pemenuhan hak-haknya dalam perjanjian alih

daya dari segi hukum perjanjian yakni perbuatan PT.Y yang tidak memberikan

tunjangan cuti, bonus prestasi, dan pesangon kepada Z memenuhi semua unsur

dari Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan PT.Y yang tidak memberikan

tunjangan cuti, bonus prestasi dan pesangon tersebut telah melanggar

kepatutan di masyarakat. Di dalam Perjanjian Alih Daya dengan PT.X, PT.Y

menyanggupi untuk memberikan upah bagi pekerja sesuai dengan rincian.

Selain itu, PT.Y sudah mendapatkan Management Fee atas pengelolaan

administrasi tenaga kerja dari PT.X, Z melakukan pekerjaannya dengan baik.

Terhadap kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh pekerja dan

berhubungan dengan hubungan kerja untuk pemenuhannya pekerja dapat

memasukan gugatan PMH ke pengadilan.

Perlindungan terhadap pemenuhan hak pekerja menurut hukum

perburuhan adalah melakukan jalur penyelesaian hubungan industrial.

Perselisihan yang terjadi adalah perselisihan hak akibat tidak dipenuhinya hak

pekerja yakni tunjangan cuti, bonus prestasi dan pesangon. Mekanisme

penyelesaian sesuai yang diatur dalam UU Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial.

5.2 Saran

Setelah melihat simpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan sebagai

berikut:

1. Sistem Pengawasan dilakukan oleh pemberi pekerjaan diperbaiki serta

dilakukan pula sosialisai hak-hak pekerja. Pengawasan dilakukan secara

berkala dan rutin. Pengawasan ini dapat berupa pemberian kuesioner atau

angket kepada tenaga kerja untuk menanyakan apakah mereka mengetahui

hak-hak mereka, apakah mereka mendapatkan hak-hak mereka sesuai apa

Tinjauan hukum ..., Nur Adlina Utami, FHUI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



96

Universitas Indonesia

yang telah dibayarkan kepada perusahaan penyedia jasa. Pengawasan ini

dapat juga sebagai parameter penilaian apakah penyedia jasa tersebut penyedia

jasa yang baik atau harus diganti.

2. PKWT yang dilakukan antara perusahaan penyedia jasa dengan tenaga kerja

sebaiknya juga diketahui oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Dengan

perusahaan pemeberi pekerjaan juga turut mengetahui PKWT tersebut

diharapkan PKWT dapat sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dari segi bentuk

yang harus tertulis maupun jangka waktu.

3. Perlu adanya pengaturan yang lebih baik sehingga tidak terjadi adanya aturan

yang saling kontradiktif atau pun multi interpretasi. Seperti yang terjaddi pada

pembagian kegiatan utama dan kegiatan penunjang, pekerjaan sekali selesai

dan terus menerus serta hubungan kerja antara penyedia jasa dan pekerja yang

kurang sesuai dengan hubungan kerja yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15

UU Ketenagakerjaan
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